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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangka
n 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
 
 
xi 
 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع ‘ain ̒ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ̓̓ Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda  ( ̓ ). 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
  ا fatḥah A A 
ِا Kasrah I I 
  ا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
  ي fatḥah dan yā̓̓ Ai a dan i 
  و fatḥah dan 
wau 
Au a dan u 
Contoh: 
فيك : kaifa 
ل وه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat 
dan 
Huruf 
Nama Huruf  dan 
tanda 
Nama 
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  ي… /   ا 
…. 
Fatḥah dan alif atau 
yā̓̓ 
Ā a dan garis di 
atas 
ي Kasrah dan yā Ī i dan garis di 
atas 
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
 
ت ام : māta 
ىمر : ramā 
ليق : qīla 
ت ومي : yamūtu 
4. Tā marbūṭah 
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang 
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
adalah (t). sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭfāl 
ةلض افلا ةنيدملا : al-madīnah al-fāḍilah 
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ةمكحلا  : rauḍah al-aṭfāl 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
انبر : rabbanā 
انيجن : najjainā 
قحلا : al-ḥaqq 
معن : nu”ima 
ودع : ‘duwwun 
Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ـــــؠ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
يلع : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
يبرع : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  
لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
Contoh : 
 
 
xv 
 
سمشلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةل زلازلا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسلفلا : al-falsafah 
دلابلا : al- bilādu 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta’murūna 
عونلا : al-nau’ 
ءيش : syai’un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
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Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
الله نيد    dīnullāh  الله اب  billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
 مههللا ةمحر يف  hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
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Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḋalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 
referensi. Contoh:  
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: 
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū). 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥānahū wa ta’ālā 
saw.  : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
M  : Masehi 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 
HR  : Hadis Riwayat 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Nama: Sunarti  
Nim   : 10400113046 
Judul: HILANGNYA NYAWA SESEORANG DISEBABKAN PENDERITA 
GANGGUAN JIWA (ANALISIS FIKIH JINAYAH, HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ADAT). 
 
Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) mengetahui bagaimana pandangan fikih 
jinayah dan hukum positif  tentang pembunuhan, 2) mengetahui bagaimana 
pandangan fikih jinayah, hukum positif serta hukum adat menghilangkan nyawa 
seseorang yang disebabkan oleh penderita gangguan jiwa, 3) mengetahui bagaimana 
pandangan fikih jinayah, hukum positif, dan hukum adat atas tindakan pelaku sebagai 
penderita gangguan jiwa yang menghilangkan nyawa seseorang. 
 
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah doktrin hukum 
(Legal Research), dimana penelitian terpusat pada studi dokumen, yakni 
menggunakan sumber-sumber hukum berupa undang-undang, konvensi ataupun 
perjanjian internasional, putusan-putusan pengadilan, teori-teori hukum, maupun 
pendapat dari ahli-ahli hukum, yang kemudian diinterpretasikan ke dalam suatu 
tulisan yang berhubungan antar kejadian dan peraturan tertulis sehingga tulisan 
tersebut bekerja secara sistematis, jelas, dan teliti. 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang hukum bagi penderita 
gangguan jiwa yang menghilangkan nyawa seseorang yang ditinjau dari fikih jinayah, 
hukum positif dan sosiologis. Dalam hukum positif membebaskan secara penuh 
tanggung jawab pelaku karena telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana pasal 44 bahwa orang yang sakit jiwa tidak dapat dihukum. Sedangkan dalam 
fikih jinayah tidak membebaskan penuh pelaku karena dapat dijatuhi hukuman denda 
berupa terhadap keluarga korban yang ditinggalkan. Dari segi hukum adat,  
masyarakat meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku dalam hal perdata sebagai 
bentuk santunan terhadap keluarga korban sebagai biaya pengurusan jenazah dan 
biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. 
Dari hasil penelitian tersebut demi terlaksananya asas-asas hukum pidana 
maka diperlukan satu pemahaman yang mendalam bagi penegak hukum dalam 
penjalankan satu konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dapat tidaknya 
dipidana seseorang yang melanggar. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Penderita gangguan jiwa adalah gangguan yang mengenai satu atau lebih 
fungsi jiwa yang mengenai fungsi otak yang ditandai dengan terganggunya emosi, 
proses berpikir, perilaku dan persepsi (penangkapan panca indera). Sakit jiwa ini 
menimbulkan stress dan penderitaan bagi penderita dan keluarganya. Kemampuan 
berpikir seseorang itu dapat hilang. Karena faktor bawaan sejak lahir atau karena 
adanya gangguan seperti sakit atau cacat fisik. Hilangnya kemampuan berpikir 
tersebut dalam bahasa sehari-hari disebut gila. Abdul Qadir Audah memberikan 
definisi gila sebagai berikut ‚Gila adalah hilangnya akal, rusak, atau lemah.1  
Definisi tersebut merupakan definisi yang umum dan luas, sehingga 
mencakup gila, dungu, dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya 
menghilangkan idrak (kemampuan berpikir). Di bawah ini akan dijelaskan jenis 
penyakit, baik yang menghilangkan seluruh kekuatan berpikir maupun sebagiannya. 
Gila terbagi kedalam beberapa jenis yaitu, gila terus menerus, gila berselang, gila 
sebagian dan dungu. 
Para fuqaha sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan 
definisi orang dungu sebagai berikut. "Orang dungu adalah orang yang minim 
                                                             
1 Abd al-Qadir Audah, Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy (Mesir; Dar Al-Fikr Al-Araby, T.th),  
h. 564.   
2 
 
 
 
pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal 
itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit".2 
 Dalam Kitab Undanga-Undang Hukum Pidana orang yang tidak dapat 
dimintai pertanggujawaban pidana terdapat dalam Bab III pasal 44 yaitu: 
(1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan 
kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau teganggu karena 
penyakit, tidak dapat dipidana. 
(2) Jika perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya 
cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan 
supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu 
tahun sebagai waktu percobaan. 
(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan 
Tinggi, dan Pengadilan Negeri.3 
Pengaruh gila terhadap pertanggung jawaban pidana tidak sama, tergantung 
apakah gilanya itu menyertai jarimah atau sesudahnya. Apabila gila menyertai 
perbuatan jarimah (yaitu ketika melakukan jarimah pelaku sudah gila), maka 
pelakunya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, karena pada saat melakukan 
jarimah orang tersebut tidak mempunyai kekuatan berpikir. Keadaan gila ini tidak 
menjadikan suatu jarimah dibolehkan, melainkan hanya menghapuskan hukuman dari 
pelakunya. Ketentuan ini sudah merupakan kesepakatan para fuqaha. 
Akan tetapi pembebasan orang gila dari hukuman, tidak berarti ia dibebaskan 
juga dari pertanggungjawaban perdata, sebab harta benda dan jiwa orang lain dijamin 
keselamatannya oleh syara' dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghilangkan 
jaminan tersebut. Sebagaimana orang gila masih tetap memiliki harta benda, ia juga 
dapat dibebani pertanggungjawaban perdata, yaitu pertanggungjawaban yang 
                                                             
2 Abd al-Qadir Audah, Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy, h. 568. 
3 Bhafana Publishing, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (Cet. IV; T.tp, 2014),  h. 22. 
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berkaitan dengan harta. Meskipun para fuqaha sepakat mengenai adanya 
pertanggungjawaban perdata yang penuh atas orang gila sebagai akibat perbuatannya, 
namun mereka berbeda pendapat mengenai sejauh mana besarnya 
pertanggungjawaban tersebut dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan. 
Perbedaan tersebut berpangkal pada perbedaan pendapat mereka tentang kesengajaan 
orang gila, apakah dianggap sengaja dalam makna yang sesungguhnya atau dianggap 
sebagai kekeliruan semata. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, sengaja 
(khatha'), karena ia tidak mungkin melakukan perbuatan itu dengan niat yang 
sesungguhnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, perbuatan sengaja dari orang gila 
termasuk kesengajaan dan bukan kesalahan, karena gila itu hanya membebaskan 
hukuman, tetapi tidak mengubah sifat perbuatannya.4  
Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam. Dalam 
hal ini  perbuatan manusia yang sehat dan normal mengakibatkan hilangnya nyawa 
seseorang. Tidak satu agama pun di dunia ini yang memandang hidup manusia begitu 
suci sehingga membunuh satu orang dianggap membunuh semua orang, dan siapa 
pun yang menyelamatkan jiwa seseorang seolah telah menyelamatkan hidup seluruh 
umat manusia. Sebagaimana firman Allah Q.S.  Al-Maidah ayat (32): 
                                
                            
                         
    
 
                                                             
4 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam  (Jakarta; Bulan Bintang, 1976),  h. 383.   
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Terjemahnya: 
Sesungguhnya orang yang membunuh seseorang bukan karena orang itu telah 
membunuh atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka 
seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Orang yang 
menyelamatkan kehidupan seseorang, seolah-olah dia telah menyelamatkan 
kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka 
rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, 
kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui 
batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.5  
Jika seorang melakukan pembunuhan misalnya, hukuman tersebut bisa 
diterapkan bila keluarga korban menuntut untuk membalasnya dengan bentuk 
hukuman yang setimpal (nyawa dibayar nyawa). Akan tetapi, hukuman qishash 
 terbatalkan jika pelaku mendapatkan ampunan dan maaf dari keluarga korban. 
Begitu pula dengan pelaku makar dan perusak hidup orang banyak, mereka baru bisa 
dihukum mati bila hakim dan pembuat kebijakan negara memutuskan hukuman mati 
untuk mereka. Wallahu a’lam.6  
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana msaalah pembunuha dibahas 
pasal 338 yang berbunyi; “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 
iancam denga pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”7 
Dalam hukum positif membebaskan secara penuh tanggung jawab pelaku 
karena telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 44 bahwa 
orang yang sakit jiwa tidak dapat dihukum. Sedangkan dalam fikih jinayah tidak 
membebaskan penuh pelaku karena dapat dijatuhi hukuman denda berupa terhadap 
keluarga korban yang ditinggalkan. Dari segi sosiologis,  masyarakat meminta 
pertanggungjawaban terhadap pelaku dalam hal perdata sebagai bentuk santunan 
                                                             
5 Departemen Agama Republik Indonesia,  Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Syaamil 
Cipta Indonesia, 2009),  h.113. 
6 Hengky Ferdiansyah, “Larangan Membunuh Dalam Islam ( Penelitian Hadis Di El-Bukhori 
Institute)”, via muslimedianews.com. http://www.muslimoderat.com.larangan-keras-asal-membunuh-
dalam-islam.htm. (1 Oktober 2016). 
7 Bhafana Publishing, Kitab Undang-Undang hukum pidana (Cet.IV; T.tp, 2014),  h. 102. 
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terhadap keluarga korban sebagai biaya pengurusan jenazah dan biaya hidup bagi 
keluarga yang ditinggalkan. 
 Bagaimana halnya dengan terbunuhnya orang oleh pelaku orang gila, ternyata 
banyak orang yang tidak mau tau tentang pembunuhan yang dilakukan oleh penderita 
gangguan jiwa atau yang lebih dikenal dengan orang gila yang tidak bisa dijatuhi 
hukuman . Masyarakat awam secara sosiologis hanya memahami bahwa seseorang 
yang melakukan pelanggaran hukum harus diberi sanksi pidana atau perdata, 
misalnya ganti rugi, denda dan biaya santunan kepada keluarga korban. Sementara 
dalam hukum positif yang berlaku tidak mensyaratkan adanya sanksi atau hukuman 
baik dalam dalam bentuk kurungan penjara maupun santunan atau ganti rugi terhadap 
keluarga korban karena inti dari pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
adalah tidak ada hukuman bagi orang yang menderita gangguan jiwa. Olehnya itu, 
penulis ingin membandingkan kondisi, harapan dan kenyataan yang ada. 
Masyarakat sekitar memandang hina pada dirinya sehingga tidak ada 
keinginan untuk membina sosialisasi penting bagi masyarakat untuk mengetahui 
berbagai gangguan mental termasuk gangguan jiwa dan cara pengobatannya, 
sehingga baik masyarakat maupun penderita dapat terbebas dari perasaan bersalah 
dan tindakan yang salah terhadap penderita. Berdasarkan persepsi masyarakat awam 
tentang penderita gangguan jiwa, faktor penyebab gangguan jiwa yang bersifat relativ 
menurut pribadi masing-masing individu, namun secara umum yang menjadi faktor 
penyebab terjadinya gangguan jiwa misalnya, ekonomi, stress pekerjaan, tekanan 
mental dan tidak mampunya individu tersebut beradaptasi dengan lingkungan baru. 
Pada kebanyakan kasus justru faktor perkembangan psikologis dan sosial memegang 
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peranan yang lebih krusial. Orang yang seperti itu biasanya gemar melakukan 
tindakan kriminal bahkan membunuh.8 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 
penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yaitu: “Bagaimana Tinjauan 
Normatif Terhadap perbuatan menghilangkan nyawa seseorang yang disebabkan oleh 
penderita gangguan jiwa. (Analisis fikih jinayah, hukum positif dan sosiologis)”. Dari 
pokok permasalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa sub-sub permasalahan 
yaitu sebagai berikut: 
1. Bagaimana pandangan fikih jinayah dan hukum positif dan hukum 
adat tentang pembunuhan ? 
2. Bagaimana pandangan fikih jinayah, hukum positif serta hukum adat 
tentang penderita gangguan jiwa ? 
3. Bagaimana pandangan fikih jinayah, hukum positif, dan hukum adat 
dalam pertanggungjawaban pidana atas tindakan pelaku sebagai 
penderita gangguan jiwa yang menghilangkan nyawa seseorang ? 
C. Pengertian Judul  
Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan sebelumya, dapat 
dideskripsikan substansi permasalahan dengan pendekatan pada penelitian ini, bahwa 
hukum pembunuhan yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa dalam fikih 
jinayah, hukum positif, dan hukum adat.  
                                                             
8 Abidin, Ganguan Jiwa Dalam Dunia Kesehatan.  http://abidinblog.blogspot.com/kesehatan-
dan-gagguan-jiwa.co.id. (6 Desember 2016). 
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Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh sesorang dan atau 
beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal 
dunia yang dilakukan oleh orang yang sehat dan normal. 
Syariat Islam memandang seseorang sebagai orang mukallaf yang dapat 
dibebani pertanggungjawaban pidana, apabila ia memiliki kemampuan berpikir dan 
memilih (idrak dan ikhtiar). Apabila salah satu dari kedua perkara ini tidak ada maka 
pertanggungjawaban menjadi terhapus. Kemampuan berpikir seseorang itu dapat 
hilang. Karena faktor bawaan sejak lahir atau karena adanya gangguan seperti sakit 
atau cacat fisik. Hilangnya kemampuan berpikir tersebut dalam bahasa sehari-hari 
disebut gila. Abdul Qadir Audah memberikan definisi gila sebagai berikut ‚Gila 
adalah hilangnya akal, rusak, atau lemah.9  
Fikih jinayah adalah fikih yang mengatur cara-cara menjaga dan melindungi 
hak Allah Swt. hak masyarakat dan hak dari individu dari tindakan-tindakan yang 
tidak dibenarkan oleh hukum. Adapun materi fikih jinayah meliputi pembunuhan 
senagaja, semi sengaja, dan kesalahan disertai dengan rukun dan syaratnya.10    
Hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana yaitu kitab undang-undang yang mengatur segala hukum dan 
sanksi terhadap pelaku kejahatan di Indonesia.  
                                                             
9 Abd al-Qadir Audah, Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy, h. 564.   
10 A.Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam (Cet VI : 
Jakarta, 2005),  h. 51.  
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Hukum adat adalah hukum yang berlaku bagi masyarakat adat atau 
masyarakat tertentu yang sifatnya tidak tertulis.11  
D. Kajian Pustaka 
Literatur yang membahas tentang hukum pembunuhan yang diakukan oleh 
penderita gangguan jiwa dalam perspektif fikih jinayah, Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana pasal 44 dan 338 dan dari segi sosiologis telah tersusun dalam 
berbagai bentuk seperti: buku, artikel, skripsi dan penelitian ilmiah lainnya dengan 
berbagai sudut pandang dari para penulisnya. Untuk mendukung kajian yang lebih 
spesifik serta mendalam seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah 
di atas, maka penulis berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap literatur 
yang mempunyai relevansi serta keterkaitan terhadap tema yang akan penulis teliti, 
diantaranya: 
Karya yang ditulis oleh Zainuddin Ali, yang berjudul Hukum Pidana Islam 
yang mengatakan bahwa “Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh 
sesorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa 
orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang atau 
beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau 
dikelompokkan menjadi: Pembunuhan sengaja (amd), Pembunuhan tidak disengaja 
(khata) dan Pembunuhan semi sengaja (syibhu al-amd)”.12  
Karya Abd Al-Qadir Audah Yang berjudul At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamy 
yang mengelompokkan gila dalam beberapa jenis, yaitu: 
                                                             
11 Soerjono Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, (Jakarta; C.V Rajawali, 1985), h. 1. 
12 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Cet. I : Jakarta ;  Sinar Grafika,  2009), h.24. 
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1. Gila terus menerus  
Gila terus menerus adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat 
berpikir sama sekali, baik hal itu diderita sejak lahir maupun yang datang kemudian. 
Di kalangan fuqaha gila semacam ini disebut dengan al-junubn al-mut’baq. 
2. Gila berselang  
Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berpikir, tetapi tidak 
terus-menerus. Apabila keadaan tersebut telah berlalu (hilang) maka ia dapat berpikir 
kembali seperti biasa. Pertanggungjawaban pidana pada gila terus-menerus hilang 
sama sekali, sedangkan pada gila berselang ia tetap dibebani pertanggungjawaban 
ketika ia dalam kondisi sehat. 
3. Gila sebagian  
Gila sebagian menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir dalam perkara-
perkara tertentu, sedangkan pada perkara-perkara yang lain ia masih tetap dapat 
berpikir. Dalam kondisi di mana ia masih dapat berpikir, ia tetap dibebani 
pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak dapat berpikir, ia bebas dari 
pertanggungjawaban pidana. 
4. Dungu  
Para fuqaha sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan 
definisi orang dungu sebagai berikut. "Orang dungu adalah orang yang minim 
pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal 
itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit".13 
Karya A. Djazuli yang berjudul Ilmu Fikih: Penggalian, Perkembangan Dan 
Penerapan Hukum Islam yang mengatakan bahwa “Fikih jinayah adalah fikih yang 
                                                             
13 Abd al-Qadir Audah, Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy, h. 566-568. 
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mengatur cara-cara menjaga dan melindungi hak Allah. Hak masyarakat dan hak 
individu dari tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum.”14 
Karya yang ditulis oleh A. Rahman I Doi yang berjudul Hudud Dan 
Kewarisan mengatakan bahwa “pembunuhan telah dibedakan dengan merusak 
kehidupan yang membawa adanya tuntutan pengadilan. Hanya hakim yang 
berwenang yang dapat memutuskan apakah seseorang harus kehilangan hak hidupnya 
atau tidak, dengan mengabaikan hak-hak hidup dan kedamaian orang lain.  
Nabi Saw. berbeda: “dosa paling besar adalah mempersyarikatkan Allah dan 
membunuh manusia”.15 
 Karya ilmiah yang ditulis oleh Hamro Maulidiyah yang berjudul “Alasan 
Hapusnya hukuman Pembunuhan Menurut Fikih Jinayah Dan Hukum Pidana 
Indonesia.” Skripsi ini membahas tentang alasan dihapusnya hukuman pembunuhan 
dalam fikih jinayah yaitu karena paksaan, orang yang dalam keadaan mabuk sampai 
Ia sadar, penderita gangguan jiwa (gila), dan anak dibawah umur. 
 Dengan demikian, berdasarkan penelahaan terhadap beberapa literatur diatas, 
khususnya buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, maka 
penelitian ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Dalam 
penelitian ini lebih diarahkan kepada penghapusan sanksi terhadap pembunuhan yang 
dilakukan oleh penderita gangguan jiwa dalam perspektif fikih jinayah kemudian 
dibandingkan dengan hukum pidana Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana yang menganalisis pasal 44 dan 338) dan yang ditinjau dari segi sosiologis. 
                                                             
14 A.Djazuli, Ilmu Fikih :Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam,  h. 51. 
15 Abdur Rahman I. Doi, Hudud Dan Kewarisan Islam (Syariah II),  h. 21-22. 
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E. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan 
atau library research. Metode ini mendasarkan pada bahan hukum primer dan 
sekunder. Bahan hukum yang didapatkan dari berbagai referensi atau literatur yang 
ada kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika 
berpikir dan deduksi yaitu hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan 
yang bersifat khusus. 
Lebih khusus, penulisan proposal ini menggunakan metode penelitian doktrin 
hukum (Legal Research), dimana penelitian terpusat pada studi dokumen, yakni 
menggunakan sumber-sumber hukum berupa undang-undang, konvensi ataupun 
perjanjian internasional, putusan-putusan pengadilan, teori-teori hukum, maupun 
pendapat dari ahli-ahli hukum, yang kemudian diinterpretasikan ke dalam suatu 
tulisan yang berhubungan antar kejadian dan peraturan tertulis sehingga tulisan 
tersebut bekerja secara sistematis, jelas, dan teliti.16 
2.  Pendekatan Penelitian 
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah yang diteliti berdasarkan pada 
teks-teks al-Quran, al-Hadis, hukum-hukum Islam, kaidah ushul fikih, serta 
pendapat ulama yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.17 
b. Pendekatan Undang-Undang (statute approach), yaitu pendekatan yang 
dilakukan dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum 
                                                             
16 Peter Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum, Edisi Revisi  (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2005),  h . 133-135.   
17 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 42. 
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yang diteliti. Dalam hal ini Undang-Undang yang menjadi referensi utama 
dalam penelitian yaitu undang-undang pembunuhan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.18 
c. Pendekatan komparatif (comparative approach), yaitu pendekatan yang 
dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang dengan Undang-Undang 
yang lain mengenai pokok penelitian. Pendekatan komparatif di sini maksudnya 
untuk membandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan fikih jinayah 
dalam hal hapusnya hukuman pembunhan.19 
3. Sumber Data 
Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagi berikut: 
a. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang 
meliputi peraturan-peraturan atau landasan yuridis mengenai hukum pembunuhan 
yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa dan yang menjadi pusat penelitian 
yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana pada pasal 44 dan 338, fikih jinayah dan juga melihat dari segi hukum adat. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data yang mencakup dokumen-dokumen 
resmi, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.20  
 
 
 
                                                             
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 93.  
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, , h. 95.  
20 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum  (Jakarta: UI Press, 2010), h. 11-12. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan datayang lebih valid 
dalam mengungkap permasalahan, baik itu berupa data primer maupun sekunder, 
maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
 Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah 
literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologi terhadap hukum menghilangkan 
nyawa seseorang yang disebabkan oleh penderita gangguan jiwa melului analisis 
fikih jinayah, hukum positif dan sosiologis. Teknik ini digunakan untuk mengetahui 
sejumlah data tertulis yang ada dilapangan dengan pembahasan penelitian. 
5. Instrumen Penelitian 
Instrumen utama dalam penelitian  library research adalah penelitian pustaka , 
yakni buku sebagai alat utama yang digunakan peneliti dalam mendapatkan sumber 
hukum masalah yang akan diteliti. peneliti yang berperan sebagai perencana, 
pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian. 
Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang 
digunakan, karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian pustaka ini 
meliputi: Kitab al-Quran dan al-Hadis sebagai sumber hukum Islam dan Undang-
Undang No.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana. 
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6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam 
pola, kategori dan satuan uraian dasar.21 Tujuan analisis adalah untuk 
menyederhanakan data ke dalam bentuk yang muda dibaca dan diimplementasikan. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pendekatan sosiologis yuridis 
yang merupakan suatu proses pendekatan secara sosial dan dasar-dasar hukum atau 
dasar yuridisnya. 
Secara sistematika langkah-langkah analisi tersebut sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari hasil interview, dokumentasi 
atau observasi. 
b. Menuyusun seluruh data yang diperoleh sesuai urutan pembahasan baik itu 
data yang bersumber dari wawancara, dokumentasi, maupun observasi. 
c. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. 
d. Menjawab rumusan masalah.  
F. Tujuan Dan Kegunaan penelitian 
a. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang 
menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu: 
a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih jinayah, hukum positif dan hukum 
adat tentang pembunuhan. 
                                                             
21 Sapari Imam Asyari, Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas  (Surabaya : Usaha 
Nasional,  1981), h. 82. 
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b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih jinayah, hukum positif serta 
hukum adat tentang penderita gangguan jiwa. 
c. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan fikih jinaya, hukum positif, dan hukum 
adat dalam pertanggungjawaban pidana atas tindakan pelaku sebagai penderita 
gangguan jiwa yang menghilangkan nyawa seseorang. 
b. Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat 
memberikam kegunaan sebagai berikut: 
a. Kegunaan Ilmiah 
 Mengembangkan ilmu pengetahuan sosial tehadap masyarakat, terutama 
orang-orang yang awam tentang hukum. Agar substansi hukum dapat dipahami 
dengan baik, dan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku tentang hukum dan 
sanksi bagi penderita gangguan jiwa yang melakukan tindakan menghilangkan nyawa 
seseorang. 
b. Kegunaan Praktis 
 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran dan 
nilai tamba, terhadap pembaca dan para peneliti dalam rangka meningkatkan kualitas 
para penegak hukum, terkait dengan hukum menghilangkan nyawa seseorang yang 
dilakukan oleh penderita gangguan jiwa melalui analisis fikih jinayah, hukum positif, 
dan hukum adat.  
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN 
A. Pengertian Pembunuhan 
Dalam kamus bahasa Indonesia pembunuhan diartikan dengan proses, 
perbuatan, atau cara membunuh.1 Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang 
dalam syariat Islam. Pembunuhan yaitu perbuatan manusia yang mengakibatkan 
hilangnya nyawa seseorang. Sebagian fuqaha membagi pembunuhan menjadi dua 
bagian yaitu pembunuha sengaja dan pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja 
adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan 
dimaksudkan untuk membunuh. Kemudian pembunuhan kesalahan adalah suatu 
penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai denga niat 
membunuh.2 Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat (32): 
                                 
                              
                             
    
Terjemahnya: 
 Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil bahwa 
barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) 
yang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia 
telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa melihat kehidupan seorang 
manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.3 
 
                                                             
1 Anton. M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balaipustaka, 1989),  
h. 138. 
2 Juhaya S Praja, Fikih Jinayah Hukum Pidana Islam (Bandung; T.tp 2002),  h. 56. 
3 Departemen Agama Republik Indonesia,  Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Syaamil 
Cipta Indonesia, 2009),  h. 113. 
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Firman Allah dalam Q.S. al-Isra’ ayat (33) 
                             
                    
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Swt. 
(membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa yang 
dibunuh secara dzalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada 
ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. 
Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.4 
Jika seorang melakukan pembunuhan misalnya, hukuman tersebut bisa 
diterapkan bila keluarga korban menuntut untuk membalasnya dengan bentuk 
hukuman yang setimpal (nyawa dibayar nyawa). Akan tetapi, hukuman qishash 
 terbatalkan bila pelaku mendapatkan ampunan dan maaf dari keluarga korban. 
Begitu pula dengan pelaku makar dan perusak hidup orang banyak, mereka baru bisa 
dihukum mati bila hakim dan pembuat kebijakan negara memutuskan hukuman mati 
untuk mereka. Wallahu a’lam.5  
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Menghilangkan Nyawa  
      Sebagai perbuatan terlarang, pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan 
nyawa seseorang. Berkenaan dengan masalah menghilangkan nyawa sebagai balasan 
bagi pembunuh atau masalah hukuman karena meluasnya kebejatan di muka bumi, 
maka hanya pengadilan dan hakim yang berwenang memutuskannya. Dalam keadaan 
bagaimanapun, tak seorang pun manusia berhak menghabisi hidup orang lain sebagai 
                                                             
4 Departemen Agama Republik Indonesia,  Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Syaamil 
Cipta Indonesia, 2009),  h. 285. 
5 Hengky Ferdiansyah, “Larangan Membunuh Dalam Islam ( Penelitian Hadis Di El-Bukhori 
Institute)”, via muslimedianews.com. http://www.muslimoderat.com.larangan-keras-asal-membunuh-
dalam-islam.htm. (1 Oktober 2016). 
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pembalasan atau kerusakan. Oleh karena itu, kewajiban bagi setiap manusia adalah 
saling menjaga dan melindungi hak hidup orang lain.6 
Dalam hal lain, imam malik dan as-syafi’i serta suatu riwayat dari imam 
ahmad bahwa pelaksanaan hukuman mati (qhishash) harus dilaksanakan dengan cara 
bagaimana pembunuh melaksanakan pembunuhan terhadap korbannya. Kalau 
pembunuhan itu dilakukan dengan cara menenggelamkan korbannya ke dalam air 
maka ia harus dibunuh seperti itu dan bagi yang membunuh korbannya dengan 
memukul batu ke atas kepalanya maka ia harus dibunuh dengan pukulan batu pula. 
Hal ini berdasarkan Q.S Al-Maidah Ayat 45: 
                              
                              
                 
Terjemahnya: 
Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) 
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan 
hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada 
qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka 
melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak 
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu 
adalah orang-orang yang zalim.7 
Berdasarkan penjelasan ayat diatas maka dapat disimpulkan beberapa teori dalam hal 
hukum pidana yaitu: 
1. Teori kemutlakan (absolute atau vergeldingstheorien) 
Teori kemutlakan adalah teori yang membenarkan adanya hukuman kepada 
pelaku tindak pidana baik yang bersifat kejahatan maupun yang bersifat pelanggaran. 
Adanya hukuman itu berasaskan legalitas dan berdasarkan akibat dari tindak pidana. 
                                                             
6 Maududi, A.A, Human Rights In Islam (Leicester, 1976),  h. 17. 
7 Departemen Agama Republik Indonesia,  Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Syaamil 
Cipta Indonesia, 2009),  h. 115. 
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Teori ini muncul di zaman Nabi Musa a.s melalui Kitab Taurat yang diturunkan oleh 
Allah Swt. kepadanya.  
2. Teori menakut-nakuti 
Teori  menakut-nakuti adalah suatu teori yang muncul dalam kehidupan 
hukum ketatanegaraan yang mencari pembenaran hukuman di luar delik itu sendiri, 
yaitu tujuan yang harus dicapai melalui ancaman hukuman dan pemberian hukuman. 
Hukuman diberikan kepada pelaku tindak pidana supaya tidak lagi melakukan 
kejahatan dan pelanggaran. Oleh karena itu, hukuman bertujuan menakut-nakuti 
pelaku kejahatan dan pelanggaran baik perorangan maupun berkelompok. 
3. Teori pendidikan 
Teori pendidikan mengajarkan bahwa hukuman adalah usaha untuk 
memperbaiki pelaku kejahatan. Oleh karena itu, hukuman harus bersifat mendidik 
para pelaku kejahatan menjadi pribadi yang baik dalam berinteraksi sosial dengan 
manusia lainnya. Jika dipandang demikian, menurut teori ini, hukuman bukan sesuatu 
yang buruk, melainkan sesuatu yang baik karena dapat memperbaiki pelaku kejahatan 
dan pelanggran, sehingga hukuman dapat dibenarkan dengan tujuan untuk mendidik. 
Dapat diasumsikan bahwa teori ini yang menyebabkan adanya tempat untuk 
menghimpun para pelaku kejahatan yang biasa disebut dengan penjara. Menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nederland Tahun 1881, hukuman penjara pada 
umumnya dijalankan didalam sel yang dianggap bahwa apabila pelaku kejahatan 
dikucilkan, ia tidak bergaul dengan pelaku kejahatan lainnya, ia tidak akan jahat lagi. 
Bahkan bisa saja dalam keadaan kesunyian ia merenungkan diri terhadap kejahatan 
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yang telah dilakukan bisa saja membuatnya taubat supaya menjadi pribadi yang lebih 
baik.8 
C. Unsur-Unsur Pidana 
      Ulama fikih mengemukakan unsur yang harus ada dalam suatu tindak pidana 
sehingga itu dapat dikategorikan dalam perbuatan pidana. Adapun unsur-unsur itu 
adalah: 
1. Ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukumannya. Dalam 
hukum pidana positif unsur ini disebut dengan unsur formil (Ar-Rukh Al-Syar’i). 
dalam unsur ini ulama membuat kaedah “Tidak ada suatu tindak pidana dan tidak 
ada hukuman tanpa ada nash”. Senada dengan kaedah tersebut juga dikatakan 
oleh Haliman bahwa “Sebelum ada nash, tidak ada hukum bagi orang-orang yang 
berakal” dengan “sifatnya  yang melawan hukum”.9 
2. Adanya tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan 
yang nyata melanggar larangan syara’, jarimah positif (aktif melakukan suatu 
perbuatan (mencuri) maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang 
diperintahkan syara’ jarimah negatif (pasif dalam melakukan perbuatan (seperti 
tidak melaksanakan shalat dan tidak menunaikan zakat).10 Dalam hukum pidana 
positif unsur ini disebut dengan unsur materil (Al-Rukn Al-Madiy). Menurut 
haliman bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang oleh hukum 
dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum. 
                                                             
8 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta; Sinar Grafika, 2007), h. 113. 
9 Nurul Irfan , Masyrofah, Fikih Jinayah (Jakarta;Amzah, 2013), h. 2. 
10 Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Fiqh Al-Islami (Al-Qahirah: Dar 
Al-Fiqhal-Arabi, 1980), h. 393-395. 
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3. Pelaku jarimah (tindak pidana) adalah seseorang yang telah mukallaf atau orang 
yang sudah bisa dibebani hukum atau dengan kata lain sudah bisa dimintai 
pertanggungjawaban. Dalam hukum pidana islam disebut dengan (Al-Rukn 
Adabi).11 Sedangkan dalam hukum pidana positif disebut dengan unsur moril. 
Haliman menyatakan bahwa “Orang melakukan perbuatan tersebut dapat 
dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya”. 
Disamping unsur umum yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga unsur 
khusus yang terdapat dan berlaku pada setiap tindak pidana yang berbeda antara satu 
dan yang lainnya. Misalnya unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum. 
D. Macam-Macam Pembunuhan Dalam Fikih Jinayah Dan Hukum Pidana 
Positif. 
Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang yang 
mengakibatkan meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang 
dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan 
menjadi: 
1. Pembunuhan Sengaja (Amd) 
Pembunuhan sengaja (amd) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 
dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang 
dipandang layak untuk membunuh. 
2. Pembunuhan Tidak Disengaja (Khata) 
Pembunuhan tidak disengaja (khata) adalah perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain 
meninggal dunia.  
                                                             
11 Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Fiqh Al-Islami, h. 393-395. 
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3. Pembunuhan Semi Sengaja (Syibhu Al-Amd) 
Pembunuhan semi sengaja (syibhu al-amd) adalah perbuatan yang sengaja 
dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh: 
seorang guru yang memukul muridnya dengan penggaris sebagai sanksi dari 
kenakalannya, tiba-tiba muridnya itu meninggal dunia. Maka perbuatan guru tersebut 
dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja (syibhul al-amd).12  
Pembunuhan diartikan oleh para ulama suatu perbuatan yang menghilangkan 
nyawa seseorang. Mazhab Imam Maliki membagi pembunuhan menjadi: 
1. Pembunuhan sengaja 
2. Pembunuhan tidah sengaja 
Sedangkan imam syafi’I dan hanbali membagi pembunhan menjadi: 
1. Pembunhan sengaja 
2. Pembunuhan semi sengaja 
3. Dan pembunhan karena kesalahan13 
Pengelompokan pembunuhan menurut para ulama 
1. Pembunhan secara hak 
Yaitu pembunuhan yang memang disuruh Allah Swt. untuk melakukannya dan 
oleh karenanya tidak berdosa orang yang melakukan hal tersebut. 
2. Pembunhan secara tidak hak 
Yaitu segala bentuk pembunuhan yang dilarang Allah Swt. dan diancam dengan 
hukuman di dunia mapun diakhirat. Oleh karena ancaman hukuman atas 
pembunuhan tidak secara hak ini begitu berat.14 
                                                             
12 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Cet. I : Jakarta, 2009), h.24. 
13 Ahmad Azhar Basyir,  Ikhtisar Fikih Jinaya (Yogyakarta; UII Press, 2001), h. 33. 
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3. Pembunuhan tersalah 
Yaitu pembunuhan yang tidak terdapat padanyan tiga unsur kesengajaan, seperti 
tidak sengaja menembak burung tetapi yang kena adalah orang.  
4. Pembunuhan seperti tersalah 
Yaitu tidak sengaja dalam berbuat yang dengan sendirinya juga tidak sengaja 
dalam sasaran dan alat, namun membawa akibat kematian atau hilangnya nyawa 
seseorang.15 
Tidak satu agama pun di dunia ini yang memandang hidup manusia begitu 
suci sehingga membunuh satu orang dianggap membunuh semua orang, dan siapa 
pun yang menyelamatkan jiwa seseorang seolah-olah telah menyelamatkan hidup 
seluruh umat manusia. Pengharaman pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja 
disertai dengan hukumanya, yaitu qhisash yang dijatuhkan kepada pelakunya. 
Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S.  Al-Maidah ayat (32): 
                                
                            
                         
    
 
 
Terjemahnya: 
Sesungguhnya orang yang membunuh seseorang bukan karena orang itu telah 
membunuh atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan 
dia telah membunuh manusia seluruhnya. Orang yang menyelamatkan kehidupan 
seseorang, seolah-olah dia telah menyelamatkan kehidupan manusia semuanya. Dan 
                                                                                                                                                                             
14 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih (Jakarta; Kencana: Prenadameda Group, 2003), 
h. 259. 
15 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih, h. 260. 
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sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) 
keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu 
sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.16 
 Dijelaskan pada ayat ini bahwa pembunuhan telah dibedakan dengan merusak 
kehidupan yang membawa adanya tuntutan pengadilan. Hanya hakim yang 
berwenang yang dapat memutuskan apakah seseorang harus kehilangan hak hidupnya 
atau tidak, dengan mengabaikan hak-hak hidup dan kedamaian orang lain. Nabi Saw. 
Berbeda: “dosa paling besar adalah mempersyarikatkan Allah dan membunuh 
manusia”.17 Pada dasarnya tidak ada satupun agama di dunia ini yang menghalalkan 
pembunuhan, sebab tujuan agama adalah untuk perdamaian, menyebarkan kasih 
sayang, dan mengatur tatanan sosial agar lebih baik. Begitu pula dengan doktrin 
agama Islam, sejak awal penurunannya sudah ditegaskan bahwa Islam mengemban 
visi kerahmatan.  
E. Jenis Pembunuhan Yang Mewajibkan Diyat 
Diyat diwajibkan pada kategori pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan serupa 
sengaja, atau pembunuhan disengaja yang dilakukan oleh orang yang salah satu 
persyaratan taklifnya tidak terpenuhi, seperti anak kecil dan orang gila. Diyat juga 
diwajibkan pada kategori pembunuhan disengaja yang status sosial korbannya lebih 
rendah daripada status pelaku pelaku pembunuhan, seperti yang orang merdeka yang 
membunuh seorang budak.18   
1. Diyat Yang Diwajibkan Pada Harta Pelaku Jinayat  
                                                             
16 Departemen Agama Republik Indonesia,  Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Syaamil 
Cipta Indonesia, 2009),  h. 113. 
17 Abdur Rahman I. Doi, Hudud Dan Kewarisan Islam (Syariah II) , (Cet. I : Jakarta , 1996, 
 h. 21-22. 
18 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 634. 
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Hal ini  berlaku pada pembunuhan disengaja yang hukuman qhisash-nya telah 
gugur. ‘Aqilah atau keluarga pelaku tidak menanggung diyat pembunuhan disengaja, 
tidak pula menganggung konsekuensi ikrar (pengakuan) pembunuhan ini, dan tidak 
turut  campur dalam perdamaian diantara kedua belah pihak.     
2. Diyat Atas Pelaku Pembunuhan Yang Ikut Ditanggung Oleh Aqilah (Keluarga) 
Jika pelaku pembunuhan memiliki ‘aqilah, hal ini boleh dilakukan dengan 
cara saling membantu dalam menangani ganti rugi terhadap perbuatan pelaku. Jenis 
diyat ini terkait dengan pembunuhan serupa disengaja dan pembunuhan tidak 
disengaja. Pelaku pembunuhan itu sendiri adalah salah satu individu bagian dari 
‘aqilah tersebut, karenanya kewajiban dari mereka membantu sanak saudaranya.19  
 
                                                             
19 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih, h. 638-639. 
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BAB III 
HUKUM PENDERITA GANGGUAN JIWA DALAM FIKIH JINAYAH, 
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADAT 
A. Tinjauan Tentang Gangguan Jiwa  
Gangguan jiwa adalah suatu penyakit seperti kriteria penyakit dalam ilmu 
kedokteran, para psikiater mengadakan banyak penelitian dianta ranya mengenai 
kelainan-kelainan biokimia,1 anatomi otak, dan faktor genetik yang ada hubungannya 
dengan gangguan jiwa. Gangguan mental sebagian besar dihubungkan dengan 
keadaan neurotransmiter diotak, seperti pendapat Brown, yaitu fungsi sosial yang 
kompleks seperti agresi dan perilaku seksual sangat di pengaruhi oleh impuls 
serotonergik ke dalam hipokampus.2  
Demikian juga dengan pendapat Mackay, yang mengatakan noradrenalin 
yang ke hipotalamus bagian dorsal melayani sistem Hipotalamus  (hypothalamus) 
adalah bagian da riotak depan yang terletak di bawah thalamus dan membentuk atap 
dari ventricle ke tiga tahap yang mencakup mallary bodies, infudibulus. Pituitary 
(hypophysis) dan chiasm optic. Dorsal: yang berhubungan dengan bagian posterior 
atau bagian belakang dari tubuh atau organ.3 Monoamine di limbokortikal berfungsi 
sebagai pemacu proses belajar, proses memusatkan perhatian pada rangsangan yang 
datangnya relevan dan reaksi terhadap stres.  
 
                                                             
1 L.Suryantha Chandra, Neurotransmiter, http://www.republika.co.id, ( 18 Januari 2017) 
2 Luh Ketut Suryani (http://www.balipost.co.id ( 19 Januari 2017) 
3 Philip L. Harriman, Panduan Untuk Memahami Istilah Psikologi, (Cet. I: Jakarta; Restu 
Agung, 1995). h. 125.  
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A. Penderita Gangguan Jiwa  Dalam Perspektif Fikih Jinayah.  
Di dalam pandangan Islam, kesehatan mental merupakan suatu kondisi yang 
memungkinkan perkembangan fisik , intelektual , emosional  dan spiritual (agama) 
yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan 
orang lain. Makna kesehatan mental mempunyai sifat yang harmonis  dan 
memperhatikan semua segi dalam kehidupan manusia dalam hubungannya dengan 
Tuhan , dan sesama manusia  dan lingkungan alam.  
Islam sebagai agama yang ajarannya diwahyukan Allah Swt. kepada manusia melalui 
Nabi Muhammad Saw. sangat sarat nilai dan bukan hanya mengenai satu segi, namun 
mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia, sebagaimana yang terkandung di dalam al-
Qur’an. Quraish Shihab menyebutkan bahwa “Islam mempunyai aturan-aturan atau syariat 
yang melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, jasmani dan harta benda.” Tiga dari keenam 
hal tersebut yakni jiwa, jasmani dan akal sangat berkaitan erat dengan kesehatan, oleh karena 
itu ajaran Islam sangat sarat dalam memelihara kesehatan. 4  
Dalam paradigma al-Qur’an, terdapat banyak ayat-ayat yang membicarakan 
tentang kesehatan, baik itu dari segi fisik, kejiwaan, sosial dan kerohanian. Ayat-ayat 
ini terdiri dari dua bagian, yakni:  
1. Konsep-konsep yang merujuk kepada pengertian normatif yang khusus, doktirn-
doktrin etik. Dalam bagian pertama membahas konsep tentang kesehatan, baik 
yang bersifat abstrak maupun yang kongkrit. Konsep yang abstrak di antaranya 
adalah konsep kondisi jiwa (psikologis), perasaan (emosi), akal dan lain 
sebagainya. Sementara konsep yang konkrit mengenai pola kepribadian manusia 
                                                             
4Binasyifa, Pandangan Islam Tentang Gangguan Jiwa,  
http://www.binasyifa.com/639/24/27/pandangan-islam-tentang-gangguan-jiwa.htm tanggal  (2016-11-
05) 
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(personality), seperti pola kepribadian yang beriman, pola kepribadian munafik, 
dan pola kepribadian kafir.  
2. Ayat-ayat yang berisi tentang sejarah dan amsal (perumpamaan). Seperti kisah di 
dalam mengenai kesabaran Nabi Ayyub As dalam menghadapi ujian yang di 
timpakan oleh Allah Swt. berupa penyakit. Kisah ini tertuang dalam Q.S. al-
Anbiyya’  ayat 83-84 berikut ini:  
                       
                                
           
Terjemahnya: 
Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: ”(Ya Tuhanku), 
Sesungguhnya Aku Telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang 
Maha Penyayang di antara semua penyayang. Maka kamipun 
memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada 
padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat 
gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk 
menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.  
1. Karakteristik Mental Yang Sehat 
Menurut Muhammad Mahmud, ada sembilan ciri atau karakteristik mental yang 
sehat, yaitu:  
a. Kemapanan (al-sakinah), ketenangan (ath-thuma’ninah) dan rileks (ar-rahah) 
batin dalam menjalankan kewajiban, baik terhadap dirinya, masyarakat maupun 
Tuhan.  
b. Memadai (al-kifayah) dalam beraktivitas.  
c. Menerima keadaannya dirinya dan keadaan orang lain.  
d. Adanya kemampuan untuk menjaga diri.  
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e. Kemampuan untuk memikul tanggung jawab, baik tanggung jawab keluarga, 
sosial, maupun agama.  
f. Memiliki kemampuan untuk berkorban dan menebus kesalahan yang diperbuat.  
g. Kemampuan individu untuk membentuk hubungan sosial yang baik yang 
dilandasi sikap saling percaya dan saling mengisi.  
h. Memiliki keinginan yang realistik, sehingga dapat diraih secara baik.  
i. Adanya rasa kepuasan, kegembiraan ( al-farh atau al -surur) dan kebahagiaan   
( al-sa’adah) dan menyikapi atau menerima nikmat yang diperoleh.  
2. Stigma Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Pemikiran Islam 
Pandangan Kesehatan mental Islam mengenai stigma gangguan jiwa serta dampak 
yang ditimbulkan olehnya, yaitu:  
1. Gangguan jiwa secara umum ditimbulkan oleh keterbatasan pemahaman 
masyarakat mengenai etiologi gangguan jiwa, di samping karena nilai-nilai tradisi 
dan budaya yang masih kuat berakar, sehingga gangguan jiwa sering kali 
dikaitkan oleh kepercayaan masyarakat yang bersangkutan.  
2. Dalam konsep kesehatan mental Islam, pandangan mengenai gangguan jiwa tidak 
jauh berbeda dengan pandangan para ahli kesehatan mental pada umumnya. 
Namun, yang ditekankan di dalam konsep kesehatan mental Islam di sini adalah 
mengenai stigma gangguan jiwa yang timbul oleh asumsi bahwa gangguan jiwa 
disebabkan oleh pengaruh kekuatan supranatural dan hal-hal gaib. Mengenai hal 
ini, faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh manusia seperti pengaruh 
supranatural dan hal-hal gaib adalah faktor eksternal yang bisa menyebabkan 
gangguan jiwa, namun apabila kondisi seseorang secara psikologis dan spiritual 
stabil dan seimbang, maka ia akan terhindar dari pengaruh tersebut. Jadi, 
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pengaruh supranatural dan hal-hal gaib bukan faktor utama yang menyebabkan 
seseorang mengalami gangguan jiwa.  
Menurut pendapat Zakiah, bahwa penyakit itu terdiri dari dua macam: 
pertama, adalah penyakit jiwa yang disebabkan oleh gangguan-gangguan kejiwaan 
telah  berlarut, sehingga mencapai puncaknya tanpa suatu penyelesaian yang wajar, 
atau dengan kata lain disebabkan oleh hilangnya keseimbangan mental secara 
menyeluruh akibat kondisi lingkungan yang sangat menekan, ketegangan batin dan 
sebagainya: kedua, penyakit jiwa yang disebabkan oleh adanya kerusakan anggota 
tubuh, misalnya: otak, sentral saraf atau anggota fisik lain untuk menjalankan 
tugasnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena keracunan akibat minum-
minuman keras, obat-obat perangsang atau narkotik akibat penyakit kotor (sifilis), 
dan sebagainya.5 
3. Pandangan Islam Tentang Sifat Yang Termasuk Dalam Penyakit Jiwa 
Dalam perspektif Islam, penyakit jiwa sering diidentikkan dengan beberapa sifat 
buruk atau tingkah laku tercela (al-akhlaq al-mazmumah), seperti sifat tamak, dengki, 
iri hati, arogan, emosional dan seterusnya. Hasan Muhammad as-Syarqawi dalam 
kitabnya Nahw ‘Ilmiah Nafsi, membagi penyakit jiwa dalam sembilan bagian, yaitu: 
pamer (riya’), marah (al-ghadhab), lalai dan lupa (al-ghaflah wan nisyah), was-was 
(al-was-wasah), frustrasi (al-ya’s), rakus (tama’), terperdaya (al-ghurur), sombong 
(al-ujub), dengki dan iri hati (al-hasd wal hiqd).6 
Beberapa sifat tercela di atas ada relevansinya jika dianggap sebagai penyakit 
jiwa, sebab dalam kesehatan mental (mental hygiene) sifat-sifat tersebut merupakan 
                                                             
5 Zakiah Darajat, Kesehatan  Mental (Jakarta;C.V. Mas Agung), 1990, h. 56. 
6 As-Syarqawi, Nahwa Ilm an-Nafsi al-Islami, (Mesir; Al-Hai’ah Al-Misriyah, T.Th), h. 66.. 
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indikasi dari penyakit kejiwaan manusia (psychoses). Jadi pada penderitanya sakit 
jiwa salah satunya ditandai oleh sifat-sifat buruk tersebut. 
Mengapa Islam juga melarang minum-minuman keras, mabuk-mabukan, 
berbuat zina, homoseksual, dan menyuruh memelihara kebersihan dan kesehatan? 
Ketahuilah bahwa yang demikian itu (mabuk-mabukan, zina, dan lebih dari itu adalah 
merusak diri sendiri dan tatanan sosial (destruktif), mengakibatkan penyakit dan 
seterusnya penyakit tersebut dalam Mental Hygiene disebut sebagai penyakit organik 
yang amat membahayakan.7  
B. Hukum  Penderita Gangguan Jiwa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Indonesia 
Dalam Kitab Undanga-Undang Hukum Pidana penderita gangguan jiwa adalah orang 
yang tidak dapat dimintai pertanggujawaban pidana terdapat dalam Bab III pasal 44 
yaitu: 
(1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan 
kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau teganggu karena 
penyakit, tidak dapat dipidana. 
(2) Jika perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya 
cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan 
supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu 
tahun sebagai waktu percobaan. 
(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan 
Tinggi, dan Pengadilan Negeri.8 
 Pada tahun 1966 Indonesia memiliki Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa, 
namun pada tahun 1992 Undang-Undang tersebut dicabut dan dileburkan dalam 
Undang-Undang Kesehatan. Setelah dilebur dalam Undang-undang Kesehatan, pasal-
                                                             
7  Zainuddin, Terapi Jiwa Menurut Islam, http://zainuddin.lecturer.uin-malang.ac.id//terapi-
jiwa-menurut-islam. (3 januari 2017). 
8 Bhafana Publishing, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (Cet. IV; T.tp, 2014),  h. 22. 
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pasal yang mengatur kesehatan jiwa sangat sedikit. Padahal, tahun 1966 Indonesia 
adalah satu dari sedikit negara yang mempunyai Undang-undang Kesehatan Jiwa.9 
Dalam Undang-Undang Kesehatan No. 23 tahun 1992, dalam Bab (V) Bagian 7 yang 
mengatur tentang Kesehatan Jiwa terdapat pada :  
Pasal 26: 
1) Penderita gangguan jiwa yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan 
dan ketertiban umum wajib diobati dan dirawat di sarana pelayanan kesehatan 
jiwa atau sarana pelayanan kesehatan lainnya.  
2) Pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa dapat dilakukan atas 
permintaan suami atau istri atau wali atau anggota keluarga penderita atau atas 
prakarsa pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di 
wilayah setempat atau hakim pengadilan bilamana dalam suatu perkara timbul 
persangkaan bahwa yang bersangkutan adalah penderita gangguan jiwa.  
Pasal 27: 
Ketentuan mengenai kesehatan jiwa dan upaya penanggulangannya ditetapkan  
dengan Peraturan Pemerintah.  
Undang-undang tersebut sama sekali tidak mengatur pengertian tentang 
gangguan jiwa. Maka sebagai gambaran untuk mengetahui sejarah Undang- Undang 
Kesehatan Jiwa di Indonesia penting untuk mengetahui perumusan kesehatan jiwa 
menurut Undang-Undang terdahulu, yaitu Undang-Undang No. 3 tahun 1966 dalam 
Bab I Ketentuan Umum, pasal 1: 
Yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini dengan:  
                                                             
9 http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0506/24/humaniora/1837356.htm. (5 juni 2017)  
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1) Kesehatan Jiwa adalah keadaan jiwa yang sehat menurut ilmu Kedokteran sebagai 
unsur daripada kesehatan yang dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-undang 
Pokok-pokok Kesehatan (Undang-undang Tahun 1960 No. 9 Lembaran Negara 
Tahun 1960 No. 131).  
2) Penyakit jiwa adalah sesuatu perubahan pada fungsi jiwa, yang menyebabkan 
adanya gangguan pada kesehatan jiwa, seperti yang dimaksudkan dalam sub (a).  
Dalam penjelasan Pasal 1 berisi :  
a. Kesehatan Jiwa (mental health) menurut faham ilmu kedokteran pada waktu 
sekarang adalah satu kondisi yang memungkinkan perkembangan physik, 
intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu 
berjalan selaras dengan keadaan orang-orang lain. Makna kesehatan jiwa 
mempunyai sifat-sifat yang harmonis (serasi) dan memperhatikan semua segi-segi 
dalam kehidupan manusia dan  hubungannya dengan manusia lain.  
b. Gangguan dalam perkembangan itu seperti tersebut dalam sub a, yang menjelma 
sebagai perubahan dalam fungsi jiwa seseorang itu, merupakan penyakit jiwa. 
Maka hingga saat ini kesehatan jiwa belum mempunyai basis legal kuat.10  
C. Gangguan Jiwa Yang Ditinjau Dari Segi Hukum Adat 
Pada dasarnya dalam hukum adat tidak membahas tentang penderita gangguan 
jiwa maupun yang berkaitan dengannya. Karena dalam hukum adat yang diatur hanya 
hanya kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat adat 
tersebut. Akan tetapi, menurut masyarakat pada umumnya  penderita gangguan jiwa 
merupakan seseorang yang mengalami gangguan psikis atau psikologi seseorang 
sehingga tidak dapat berinteraksi dengan baik kepada orang lain. Penderita gangguan 
                                                             
10 http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0506/24/humaniora/1837356.htm (5 januari 2017)  
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jiwa atau yang sering disebut dengan gila adalah perilaku abnormal yang dilakukan 
dibawah alam sadar dan ketidak tahuannya terhadap apa yang dilakukan baik itu 
perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk yang tidak mungkin dilakukan oleh 
orang normal pada umumnya. 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, gila didefenisikan sebagai sakit ingatan, 
sakit jiwa (sarafnya terganggu atau fikirannya tidak normal), hal tersebut diakibatkan 
karena tekanan batin yang sangat berat dan bisa saja berbuat hal yang bukan-bukan. 
Dalam dunia psikolog, gangguan jiwa merupakan gelaja-gejalah psikologisnya 
langsung terkait dengan luka pada otak atau keabnormalan lingkungan biokimianya, 
mungkin akibat usia tua, penyakit sistem saraf yang menurun (misalnya sifilis atau 
penyakit al-Zheimer).11  
Seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan modern yang semakin 
kompleks, maka perubahan psikis dalam diri manusia juga mengalami perubahan, 
utamanya dengan perkembangan mental atau jiwa seseorang yang telah mengalami 
modernisasi kultur dan gaya hidup. Tekanan psikis atau gangguan metal (psychoses) 
yang melanda banyak masyarakat modern saat ini.12 Penyakit jiwa (psychoses) adalah 
kelainan kepribadian yang  ditandai oleh mental dalam (profound-mental) dan 
gangguan emosional yang mengubah individu normal menjadi tidak mampu 
mengatur dirinya untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Dua istilah dapat 
diidentifikasikan dengan psychoses ini adalah insanity dan dementia. Insanity  adalah 
istilah resmi yang menunjukkan bahwa individu itu juga kacau dan gila akibat dari 
tindakannya. Pada saat lain istilah demenia digunakan untuk kebanyakan kelainan 
                                                             
11 Rita L. Atkinso, Richard C. Ernest R. Hilhard, Pengantar Psikologi (Edisi VIII: Jakarta; 
Penenrbit Erlangga, T,th), h.248. 
12 Zakiah Darajat, Kesehatan  Mental (Jakarta, C.V. Mas Agung, 1990), h. 15-16. 
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mental, tetapi secara umum kini diinterpretasikan sebagai sinonim dengan kekacauan 
mental (mental disorder) yang menyolok. Kebanyakan semua, penyakit jiwa ini 
disertai dementia itu.13 
Pada masyarakat umum, penyakit jiwa ini biasanya diistilahkan dengan gila 
atau penyakit gila. Sebab mereka sering melakukan tingkah laku yang semaunya 
sendiri, tidak wajar dan abnormal. 
Seseorang yang diserang penyakit jiwa kepribadiannya terganggu dan 
selanjutnya menyebabkan kurang mampu menyesuaikan diri dengan wajar dan tidak 
sanggup memahami problemanya. Seringkali orang yang sakit jiwa tidak merasa  
bahwa dirinya sakit, sebaliknya ia menganggap dirinya normal, bahkan lebih baik, 
lebih unggul, dan lebih penting dari yang lain.14  
  Menurut Longhorn “stigma terhadap gangguan jiwa adalah istilah yang 
sebenarnya sukar didefinisikan secara khusus karena istilah meliputi aspek yang luas, 
tetapi disepakati mengandung konotasi kemanusiaan yang kurang. Istilah ini berarti 
suatu sikap jiwa yang muncul dalam masyarakat, yang mengucilkan anggota 
masyarakat yang memiliki kelainan jiwa.” Stigma dapat pula diartikan sebagai 
keyakinan atau kepercayaan yang salah yang lebih sering merupakan kabar angin 
yang dihembuskan berdasarkan reaksi emosi untuk mengucilkan dan menghukum 
mereka yang sebenarnya memerlukan pertolongan.  
a. Jenis-jenis Penyakit Jiwa Ditinjau Dari Psikologi  
Penyakit jiwa biasanya dibedakan menjadi dua katagori umum, yaitu: Pertama, 
adalah kelainan mental yang dicirikan oleh gangguan fungsional. Warisan keturunan 
                                                             
13 James D. Page, Abnormal Psychology: Clinical Approach to Deviant (New Delhi, Tata Mc. 
Graw-Hill, 1978), h. 209. 
14 Zakiah Darajat, Kesehatan  Mental,1990, h. 56. 
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yang tidak menyenangkan (unfavorable heredity) dilengkapi faktor-faktor 
konstitusional dan pengalaman hidup yang merugikan adalah merupakan sebab utama 
dari penyakit tersebut, termasuk dalam kategori ini adalah: schizophrenia, paranoia, 
manic-depressive dan involution melancolia. Kedua, terdiri dari penyakit mental yang 
dikelompokkan dengan pertanda atau bukti organik (toxis-organic psychoses) 
termasuk dalam kelompok ini adalah senile dementia, psychoses with cerebral 
arteriosclerosis, general presis, alcoholic psychoses.15  
Stigma gangguan jiwa yang di maksud dalam tulisan ini adalah sebuah 
fenomena sosial tentang sikap masyarakat terhadap individu yang mengalami 
gangguan jiwa serta menunjukkan abnormalitas pada pola perilakunya, serta 
dipandang memiliki identitas sosial yang menyimpang, sehingga membuat 
masyarakat tidak dapat menerima sepenuhnya. Akibatnya, sikap masyarakat menjadi 
cenderung mendeskreditkan dan diskriminatif.  
Modernitas dengan hasil kemajuannya diharapkan membawa kebahagiaan 
bagi manusia dan kehidupannya, akan tetapi suatu kenyataan yang menyedihkan ialah 
bahwa kebahagiaan itu ternyata semakin jauh, hidup semakin sukar dan kesukaran-
kesukaran material berganti dengan kesukaran mental (psychic). Beban jiwa semakin 
berat, kegelisahan, ketegangan dan ketertekanan menimbulkan problem kejiwaan 
yang bervariasi.  
Stigma yang paling umum terjadi, ditimbulkan oleh pandangan sebagian 
masyarakat yang mengidentikkan gangguan jiwa dengan “orang gila”. Oleh karena 
gejala-gejala yang dianggap aneh dan berbeda dengan orang normal, masih banyak 
orang yang menanggapi penderita gangguan jiwa, (khususnya gangguan jiwa akut 
                                                             
15 James D. Page, Abnormal Psychology: Clinical Approach to Deviant,  T.Th, h. 212. 
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seperti psikosis dan skizofrenia) dengan perasaan takut, jijik, dan menganggap 
mereka berbahaya. Tak jarang mereka diperlakukan dengan cara yang semena-mena, 
seperti, penghinaan, perlakuan kasar hingga dipasung dalam kamar gelap atau tidak 
memperbolehkan melakukan interaksi sosial.  
Menurut Kendell dan Brockington “Pembuktian lainnya yang menyatakan 
bahwa gangguan jiwa merupakan suatu penyakit adalah di dalam studi keluarga. Pada 
penelitian ini didapatkan bahwa keluarga penderita gangguan efektif, lebih banyak 
menderita gangguan afektif daripada skizofrenia, Skizofrenia erat hubungannya 
dengan faktor genetik. Tetapi psikosis paranoid tidak ada hubungannya dengan faktor 
genetik. Walaupun beberapa peneliti tidak dapat membuktikan hubungan darah 
mendukung etiologi genetik, akan tetapi hal ini merupakan langkah pertama yang 
perlu dalam membangun kemungkinan keterangan genetik.”  
1. Faktor Psikologik  
Hubungan antara peristiwa hidup yang mengancam dan gangguan mental 
sangat kompleks tergantung dari situasi, individu dan konstitusi orang itu. Hal ini 
sangat tergantung pada bantuan teman, dan tetangga selama periode stres. Struktur 
sosial, perubahan sosial dan tingkat sosial yang dicapai sangat bermakna dalam 
pengalaman hidup seseorang.  
Kepribadian merupakan bentuk ke tahanan relatif dari situasi interpersonal 
yang berulang-ulang yang khas untuk kehidupan manusia. Perilaku yang sekarang 
bukan merupakan ulangan impulsif dari riwayat waktu kecil, tetapi merupakan retensi 
pengumpulan dan pengambilan kembali.  Setiap penderita yang mengalami gangguan 
jiwa fungsional memperlihatkan kegagalan yang mencolok dalam satu atau beberapa 
fase perkembangan akibat tidak kuatnya hubungan personal dengan keluarga, 
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lingkungan sekolah atau dengan masyarakat sekitarnya. Gejala yang diperlihatkan 
oleh seseorang merupakan perwujudan dari pengalaman yang lampau yaitu 
pengalaman masa bayi sampai dewasa.  
2. Faktor Sosial-budaya  
Gangguan jiwa yang terjadi di berbagai negara mempunyai perbedaan terutama 
mengenai pola perilakunya. Karakteristik suatu psikosis dalam suatu sosio-budaya 
tertentu berbeda dengan budaya lainnya. Menurut Zubin “ Adanya perbedaan satu 
budaya dengan budaya yang lainnya, merupakan salah satu faktor terjadinya 
perbedaan distribusi dan tipe gangguan jiwa.”  
Begitu pula Maretzki dan Nelson, mengatakan bahwa inkulturasi dapat 
menyebabkan pola kepribadian berubah dan terlihat pada psikopatologinya. Pendapat 
ini didukung pernyataan Favazza yang menyatakan”perubahan budaya yang cepat 
seperti identifikasi, kompetisi, inkulturasi dan penyesuaian dapat menimbulkan 
gangguan jiwa. “ 
Selain itu, status sosial ekonomi juga berpengaruh terhadap terjadinya 
gangguan jiwa Goodman yang meneliti status ekonomi menyatakan bahwa penderita 
yang dengan status ekonomi rendah erat hubungannya dengan prevalensi gangguan 
afektif dan alkoholisma.  
b. Stigma Gangguan Jiwa  
Stigma berasal dari kecenderungan manusia untuk menilai (judge) orang lain. 
Berdasarkan penilaian itu, kategorisasi atau stereotip dilakukan tidak berdasarkan 
keadaan yang sebenar nya atau berdasarkan fakta, tetapi pada apa yang kita 
(masyarakat) anggap sebagai tidak pantas, luar biasa, memalukan dan tak dapat 
diterima. Stigmatisasi terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Seseorang dapat 
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dikenai stigma oleh karena segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit, cacat 
sejak lahir, gangguan jiwa, pekerjaan dan status ekonomi, hingga preferensi seksual.  
Gangguan jiwa yang lebih memiliki kemungkinan untuk mengenai stigma 
adalah jenis gangguan jiwa yang menunjukkan abnormalitas atau penyimpangan 
(deviasi) pada pola perilakunya. Stigma yang lebih memberatkan adalah gangguan 
jiwa yang mempengaruhi penampilan (performance) fisik seseorang daripada 
gangguan jiwa yang tidak berpengaruh pada penampilan fisik seseorang.  
Dari beberapa pendapat para ahli kesehatan mental, faktor utama yang 
menjadi sebab terjadinya stigma gangguan jiwa antara lain adalah sebagai berikut:  
1. Adanya miskonsepsi mengenai gangguan jiwa karenanya kurangnya pemahaman 
mengenai gangguan jiwa, sehingga muncul anggapan bahwa gangguan jiwa 
identik dengan gila. 
2. Adanya prediklesi secara psikologis sebagian masyarakat untuk percaya pada hal-
hal gaib, sehingga ada asumsi bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh sesuatu 
yang bersifat supranatural, seperti mahluk halus, setan, roh jahat, atau akibat 
terkena pengaruh sihir.  
Akibat predileksi tersebut, gangguan jiwa dianggap bukanlah urusan medis. 
Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya stigmatisasi terhadap 
gangguan jiwa, menjabarkan dua teori untuk menelusuri lebih dalam mengenai latar 
belakang timbulnya stigma tersebut.  
a. Teori Demonologi  
Teori demonologi menyebutkan bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh unsur-
unsur gaib seperti setan, roh jahat, atau sebagai hasil perbuatan dukun jahat. Menurut 
Kartini Kartono, di dalam teori demonologi ada dua tipe gangguan jiwa. Pertama, tipe 
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gangguan jiwa yang jahat, yakni gangguan jiwa yang dianggap berbahaya, bisa 
merugikan dan membunuh orang lain. Kedua, tipe gangguan jiwa yang baik. Di 
dalam tipe ini gejala epilepsi (ayan) dianggap sebagai penyakit suci dan karena 
anggapan ini pula beberapa di antara bekas penderita ayan ini diperkenankan 
memberikan pengobatan kepada pasien-pasien melalui doa-doa, sembahyang dan 
penebusan dosa.  
Teori demonologi ini merupakan landasan yang digunakan untuk menjelaskan 
sebab terjadinya abnormalitas pada pola perilaku manusia yang dikaitkan dengan 
pengaruh supranatural atau hal-hal gaib atau yang dikenal dengan model demonologi 
( demonological model).  
b. Teori Labelling  
Teori Labelling ini pada prinsipnya menyatakan dua hal. Pertama, orang 
berperilaku normal atau tidak normal, menyimpang atau tidak menyimpang, 
tergantung pada bagaimana orang lain (orangtua, keluarga, masyarakat) menilainya. 
Penilaian itu ditentukan oleh kategorisasi yang sudah melekat pada pem ikiran orang 
lain tersebut. Segala sesuatu yang dianggap tidak termasuk  dalam kategori-kategori 
yang sudah di anggap baku oleh masyarakat (dinamakan: residual) otomatis akan 
dianggap menyimpang. Karena itulah orang bisa dianggap sakit jiwa hanya karena 
cara pakaian atau bertindak aneh pada suatu tempat atau masa tertentu . Kedua, 
penilaian itu berubah dari waktu ke waktu, sehingga orang yang hari ini dinyatakan 
sakit bisa dinyatakan sehat (dengan gejala yang sama) beberapa tahun kemudian, atau 
sebaliknya. Para ahli teori sosial-budaya juga bependapat bahwa apabila labelling 
(sebutan) “penyakit mental” digunakan, maka sulit sekali menghilangkannya. 
Labelling juga mmpengaruhi pada bagaimana orang lain memberikan respon ke pada 
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orang itu. Dengan sebutan sakit mental maka orang lain memberikan stigmatisasi dan 
degradasi sosial kepada orang itu. Peluang-peluang kerja tertutup bagi mereka, 
persahabatan mungkin putus, dan orang yang disebut sakit mental itu makin lama 
makin diasingkan oleh masyarakat. Menurut ahli sosial-budaya yang radikal seperti 
Thomas Szasz, memperlakukan orang sebagai orang yang menderita sakit mental 
sama saja menelanjangi martabat mereka karena menolak mereka untuk lebih 
bertanggung jawab dalam menangani hidup dan memecahkan masalah mereka 
sendiri. 
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BAB  IV 
ANALISIS KONVARATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA PENDERITA GANGGUAN JIWA DALAM PERSPEKTIF FIKIH 
JINAYAH, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM 
ADAT 
A. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Penderita Gangguan Jiwa Dalam 
Perspektif Fikih Jinayah 
Gangguan mental dalam pandangan islam dinilai sebagai keadaan dimana 
seseorang atau penderita sudah tak bisa berinteraksi dengan lingkungan. Berdasarkan 
sebuah hadis nan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali bin Abu Thalib, bahwa Nabi 
Muhammad Saw bersabda: 
 َعِفُر قْلا َُم ل َِن ع  َث لا ث َِن ع َِمِاَّنلا ىَّت  ح ظِقْي تْس ي َِن ع  و ََّصلا َِ  ِيب ىَّت  ح  َمِل تْح ي َِن ع  و 
نُْونْج  مْلا( ىَّت  ح  َقْيِف ي )هاور ىراخبلا ىدمرتلاو ئاسناو نباو هجام 
ىطقرادلاو نع ةشئ ىلاو بلاط 
Artinya: 
"Telah diangkat pena (beban hukum) dari tiga golongan: dari orang gila 
hingga sembuh, dari orang nan tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga 
balig".  
Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang mengalami gangguan mental 
akan terlepas dari beban hukum dalam artian, perbuatannya tak dicatat sebagai dosa 
sebab apa yang ia perbuat itu dalam keadaan tak sadar. Karena di dalam Islam, suatu 
perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar maka akan mendapatkan balasan 
sinkron dengan jenis amalannya. Firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Nisa ayat (92-93): 
 ََ ََ َ   ََ َََ َ َ  َ   َ  َ
  َ  َََ   َََ  ََ َ ََ َََ َ
 َ   َ   َ   َََ ََ َ   َ   َ  َ  َ
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  ََ   َ  َ   َ  ََََ َ َ َ  َ  ََ
ََ ََ َ  ََ َ  َ  َ   َ   َ َ
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Terjemahnya: 
92. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) 
kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang 
mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya 
yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si 
terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan 
pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia 
orang yang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba 
sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada 
perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) 
membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta 
memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan 
(hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-
turut sebagai tobat kepada Allah Swt. dan Allah Swt. Maha Mengetahui, Maha 
Bijaksana. 
93. Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka 
balasannya ialah neraka jahannam, dia kekal didalamnya. Allah Swt. Murka 
kepadanya, dan Melaknaknya serta Menyediakan azab yang besar baginya.1 
Dalam hal pidana ini Islam mempunyai beberapa kaidah pokok, pertama kaidah 
yang menyatakan bahawa: “Tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi 
orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak dalam 
nash dengan jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggungjawabkan orang yang 
melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tadi. Hal ini dapat kita singkat 
dengan kaidah yang berbunyi; 
ضنبَلااَةبَوقعَلاوَةمىَرجلا 
Artinya: 
Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (jarimah) kecuali dengan 
adanya nash.2 
                                                             
1 Departemen Agama Republik Indonesia,  Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Syaamil 
Cipta Indonesia, 2009),  h. 93. 
2 Juhaya S. Praja, Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia (Bandung : Angkasa 
Bandung,1982), h. 82. 
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Terdapat beberapa persyaratan-persyaratan bagi seseorang untuk dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Syarat-syarat itu adalah.3 
1. Hendaknya orang itu mampu memahami dalil taklif. Ia harus mampu memahami 
nash syari’at (teks hukum) yang menunjukkan hukum karena orang yang tidak 
dapat memahami hukum tidaklah mungkin dapat mentaati apa yang dibebabnkan 
terhadapnya itu. 
2. Hendaknya orang itu dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat 
dikenakan hukuman atasnya. Perbuatan orang itu disyaratkan pula; 
a. Harus mungkin; tidak ada taklif/beban yang tidak ada kemungkinan untuk 
dilaksanakan; 
b. Ada kemungkinan bagi orang itu untuk melakukan perbuatan atau tidak 
melakukannya; 
c. Hendaknya perbuatan itu setelah adanya kemungkinan melakukan perbuatan 
serta adanya kemampuan orang itu dengan pengetahuannnya yang sempurna 
sehingga orang itu dapat mentaati taklif. Sedangkan ilmu pengetahuan yang 
dapat membawa kepada penunaian taklif itu adalah; 
3. Mengetahui hukum-hukum taklif. Pengetahuan itu tidak akan ada kecuali dengan 
adanya nash hukum serta disebar luaskan secara umum. Maka barang siapa yang 
belum mengetahui akan perintah ataua larangan tidak mungkin untuk disuruh atau 
dilarang. 
4. Hendaknya dalam hukum itu terdapat suatu tuntutan untuk mukallaf (orang yang 
dibebani hukum) agar mentaati serta mencegahnya dari berbuat maksiat/dosa, hal 
ini memerlukan pengetahuan orang itu  bahwasannya ia akan dipidana kalau tidak 
                                                             
3 Juhaya S. Praja, Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia, h. 83. 
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taat. Penterapan syarat-syarat ini dalam delik-delik pidana dapat berarti bahwa 
nash tentang delik pidana memerlukan pula nash tentang hukumannya. 
Sanksi bagi pembunuhan ada beberapa jenis yaitu: Hukuman pokok,  hukuman 
pengganti, hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunhan adalah qhisash. Apabila 
dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat. Dan jika 
sanksi qhisash dan diyat dimaafkan, maka hukumannya pengganinya adalah Ta’zir 
yang menurut Imam Syafi’i ditambah dengan kaffarah. Hukuman tambahan 
sehubungan dengan ini adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari 
orang yang dibunuh, terutama jika antara pembunuh dan yang terbunuh mempunyai 
hubungan kekeluargaan. 
Dengan ditetapkannya diyat sebagai hukuman pengganti dari qhisash maka 
seseorang hakim tidak boleh menggabungkan antara hukuman qhisash dan hukuman 
diyat dalam suatu kasus pembunuhan. Akan tetapi, ia boleh menggabungkan 
keduanya apabila si pembunuh melakukan pembunuhan dua kali sengaja sebelum 
ditangkap. Jadi dalam hal ini tidak dapat menggabungkan antara hukuman pokok 
dengan hukuman pengganti dalam suatu kasus pembunuhan. Demikian juga dapat 
menggabungkan dua hukuman pengganti, seperti diyat dengan ta’zir dan dapat 
menngabungkan dua hukuman dua hukuman pokok berupa berupa ta’zir meskipun 
pelaksanaannya tetap satu kali.  
Unsur-unsur Tindak Pidana 
Perintah dan larangan merupakan beban-beban (taklif) syariat. Karena itu, 
taklif hanya dibebankan kepada setiap orang yang berakal sehat dan memahami taklif 
(pembebanan hukum) tersebut. Taklif adalah panggilan atau sesuatu yang 
dikomunikasikan (khiṭāb). Berkomunikasi dengan orang yang tidak berakal dan tidak 
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mampu memaham, seperti berkomunikasi dengan benda mati dan binatang, adalah 
suatu hal yang mustahil. 
Orang yang mampu memahami panggilan (aṣl khiṭāb), tetapi tidak memahami 
perinciannya, apakah itu adalah larangan atau perintah, mendatangkan pahala atau 
hukuman, maka orang tersebut seperti orang gila dan anak-anak yang belum 
mumayyiz (belum dapat membedakan hal-hal apa saja yang baik dan buruk). Orang 
gila atau anak-anak yang belum mumayyiz sama saja dengan benda mati dan 
binatang-binatang yang tidak mampu memahami aṣl khiṭāb. Karena itu, mereka tidak 
layak diberi taklif (sehubungan dengan tujuan dari taklif). Sebagaimana tidak bisa 
memahami pokok pembeciraan, mereka juga tidak bisa memahami kelanjutannya.4 
Setiap tindak pidana mempunyai unsur umum yang harus dipenuhi. Yaitu 
sebagai berikut : 
1. Harus ada nash yang melarang perbuatan (tindak pidana) dan mengamcamkan 
hukuman terhadapnya. Inilah yang dalam istilah hukum konvensional dinamakan 
unsur formal (ar-Rukn asy-Syar’i). 
2. Melakukan perbuatan yang membentuk tindak pidana, baik perbuatan maupun 
sikap tidak berbuat. Inilah yang dalam istilah konvensional dinamakan unsur 
material (ar-Rukn al-Maddi). 
3. Pelaku harus orang yang mukallaf, artinya dia bertanggung jawab atas tindak 
pidana. Inilah yang dalam istilah hukum konvensional masa kini dinamakan unsur 
moral (ar-Rukn Adabi). 
Unsur-unsur tersebut secara umum harus dipenuhi dalam setiap tindak pidana. 
Akan tetapi, terpenuhnya unsur umum ini tidak bisa terlepas dari yang khusus dalam 
batasan tertentu yang juga harus dipenuhi dalam setiap tindak pidana sehingga bisa 
                                                             
4 Saifuddin Abi al-Hasan al-Amidi, al-ahkam fi Usuhil Ahkam ( jld. I, :T.Tp; T.Th),  h. 215. 
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diancamkan hukuman terhadapnya, seperti unsur mengambil dengan sembunyi-
sembunyi dalam pidana pencurian, unsur bersetubuh dalam pidana zina, dan unsur 
khusus lainnya yang harus dipenuhi. 
Para fukaha telah melakukan penelitian terhadap unsur-unsur pidana umum 
dan khusus dalam riset terhadap setiap tindak pidana. Terlihat ada suatu 
perkembangan dalam penyusunan dan penulisannya. Unsur-unsur umum akan 
dibahas dalam bagian pidana umum, sedangkan unsur-unsur khusus akan dibahas 
dalam bagian pidana khusus yang dibahas satu persatu pada tiap-tiap tindak pidana 
secara khusus. 
a. Tingkat Dalam Pertanggungjawaban Pidana 
Dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban pidana tergantung pada adanya 
pelanggaran dan perbuatan melawan hukum. Maka dari itu, sangat wajar jika 
tingkatan-tingkatan pertanggungjawaban pidana dapat bertingkat menurut tingkatan 
perlawanannya terhadap hukum. Tingkatan pertanggungjawaban pidana dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut :5 
a. Disengaja 
Arti umum “disengaja” adalah si pelaku berniat melakukan suatu perbuatan 
yang dilarang tersebut. Dalam hal ini, jumhur fukaha membedakan antara 
pembunuhan sengaja yang memiliki arti khusus (pembunuhan sengaja) tersebut dan 
pembunuhan sengaja yang memiliki arti yang umum (pembunuhan yang mirip 
sengaja). 
b. Menyerupai Disengaja 
Hukum Islam tidak mengenal istilah “mirip disengaja” kecuali pada kasus 
pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan fisik yang tidak sampai menyebabkan 
                                                             
5 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamiya 
Muqaranan bil Qanunil Wad’iy), Jilid II (Boggor : PT. Kharisma Ilmu, T.Th), 79. 
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kematian seperti memukul, melukai, dan memotong anggota tubuh. Eksistensi tindak 
pidana jenis ini tidak disepakati oleh seluruh imam mazhab. Misalnya, Imam Malik 
tidak mengakuinya pada kasus pembunuhan dan penganiayaan fisik. Ia berpendapat 
bahwa yang termaktub di dalam Al-Qur’an hanya pembunuhan sengaja dan tersalah. 
Karena itu, siapa yang menambahkan jenis ketiga berarti ia menambah nash karena 
Al- Qur’an hanya menyebutkan dua jenis pembunuhan tersebut.  
Jadi, dalam hal ini orang yang menderita gangguan jiwa tidak dapat dijatuhi 
hukuman sebagaimana yang dijelaskan dalam H.R. Bukhari, Tirmidzi, Nasa’I, Ibnu 
Majah, dan Daru Qutni dari Aisyah dan Ali Ibnu Thalib 
 َعِفُر قْلا َُم ل َِن ع  َث لا ث َِن ع َِمِاَّنلا ىَّت  ح ظِقْي تْس ي َِن ع  و ََّصلا َِ  ِيب ىَّت  ح  َمِل تْح ي َِن ع  و 
نُْونْج  مْلا( ىَّت  ح  َقْيِف ي )هاور ىراخبلا ىدمرتلاو ئاسناو نباو هجام 
ىطقرادلاو نع ةشئ ىلاو بلاط 
Artinya :  
Diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang); orang tidur sampai ia 
bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh.6 
Keadaan gila ini tidak menjadikan suatu jarimah dibolehkan, melainkan hanya 
menghapuskan hukuman dari pelakunya.7 Akan tetapi pembebasan orang gila dari 
hukuman, tidak berarti ia dibebaskan juga dari pertanggungjawaban perdata, sebab 
harta benda dan jiwa orang lain dijamin keselamatannya oleh syara’ dan alasan-alasan 
yang sah tidak dapat menghilangkan jaminan tersebut. Sebagaimana orang gila masih 
tetap memiliki harta benda, ia juga dapat dibebani pertanggungjawaban perdata, yaitu 
pertanggungjawaban yang berkaitan dengan harta.8 
 
                                                             
6 Muhammad Ibn Isma’il Al Buhari, Sahih Al-Bukhari, Vol. VII (Dar al-Fikr, Beirut, tt), h 
78-79. 
7 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)  (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2006), 
h. 129. 
8 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamiy 
Muqaranan bil Qanunil Wad’iy), Jilid II, h. 383. 
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B. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Penderita Gangguan Jiwa Dalam 
Pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Dalam Kitab Undanga-Undang Hukum Pidana penderita gangguan jiwa merupakan 
seseorang yang tidak dapat dimintai  pertanggujawaban pidana terdapat dalam Bab III 
pasal 44 yaitu: 
(1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan 
kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau teganggu karena 
penyakit, tidak dapat dipidana. 
(2) Jika perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya 
cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan 
supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu 
tahun sebagai waktu percobaan. 
(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan 
Tinggi, dan Pengadilan Negeri.9 
Namun dalam hal ini, jika seorang penderita gangguan jiwa melakukan tindak 
kejahatan seperti menghilangkan nyawa orang lain, maka dilakukan juga beberapa 
tindakan penyidikan sebagai salah satu prosedur  dalam suatu penegakan hukum.  
1. Proses Penyidikan Tersangka yang Diduga Mengidap Gangguan Jiwa  
Penyidikan adalah sebuah proses awal dari serangkaian tindakan aparat 
penegak hukum dalam upayanya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana 
yang dilakukan oleh tersangka. Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan 
konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat 
berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu 
peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar 
merupakan tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat 
dilakukan penyidikan. Pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu 
bertanggungjawab hampir tidak berbeda dengan tersangka yang mampu 
bertanggungjawab. Proses penyidikan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut: 
                                                             
9 Bhafana Publishing, Kitab Undang-Undang Hukum Pidanaَ (Cet. IV; T.tp, 2014),  h. 22. 
  
 
 
 
1. Penyelidikan  
Adalah setiap peristiwa yang diketahui oleh atau yang dilaporkan ataupun 
yang diadukan kepada Polisi, dengan segera Polisi tersebut bertindak sebagai 
penyelidik yang wajib dengan segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. 
Tindakan ini dimaksudkan untuk menentukan selanjutnya dapat atau tidaknya 
dilakukan penyidikan. Berita Acara Penyelidikan dimaksud akan dijadikan dasar oleh 
Penyidik dalam rangka penyidikan, terutama dalam menentukan tindakan-tindakan 
apa diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. 
Namun dalam kasus tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab polisi 
seringkali tidak perlu melakukan proses ini, karena pelaku yang memiliki gangguan 
jiwa biasanya melakukan perbuatannya di tempat umum, sehingga banyak saksi dan 
barang bukti yang dapat langsung menjadi bukti permulaan.  
Penyidikan : Dalam proses penyidikan kasus tersangka yang tidak mampu 
bertanggungjawab sebenarnya tidak berbeda dengan penyidikan kasus dengan 
tersangka yang mampu bertanggungjawab. Kewajiban penyidik untuk segera 
melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, bilamana ia sendiri yang 
mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyelidik dengan 
atau tanpa disertai berita acara, laporan ataupun pengaduan seseorang yang 
mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban dari peristiwa yang 
merupakan tindak pidana tersebut. 
2. Pemanggilan Dan Pemeriksaan Tersangka Atau Saksi 
Dalam pemeriksaan tersangka seorang penyidik dapat mengetahui dengan 
jelas mengenai tindak pidana yang terjadi. Dalam pemeriksaan penyidik juga dapat 
melihat apakah pelaku menderita gangguan jiwa atau tidak. Tersangka yang diduga 
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mampu bertangguang jawab biasanya dalam pemeriksaan tidak dapat berkomunikasi 
dengan baik, namun tetap melakukannya sebagai formalitas dalam proses 
penyelidikan. Untuk itu dalam proses penyidikan tersangka yang tidak mampu 
bertanggungjawab keterangan saksi berperan penting sebagai petunjuk kasus. Untuk 
memperjelas dugaan penyidik akan ketidakmampuan bertanggungjawab si pelaku, 
penyidik dapat meminta pendapat ahli, dalam hal ini Dokter Ahli Jiwa yang ditunjuk 
oleh Polres.  
3. Penangkapan & Penahanan Tersangka  
Penahanan tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab tidak 
berbeda dengan penahanan terhadap tersangka yang mampu bertanggungjawab. Akan 
tetapi penyidik lebih memperhatikan perilaku tersangka selama berada dalam tahanan 
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tempat tahanan tersangka yang 
diduga tidak mampu bertanggungjawab pun tidak dapat digabungkan dengan tahanan 
yang lain.  
4. Penggeledahan & Penyitaan  
Penggeledahan rumah maupun penggeledahan badan adanya hanya 
merupakan tindakan dari penyidik dalam rangka/guna kepentingan penyidikan. 
Dalam kasus dengan pelaku yang diduga memiliki gangguan jiwa hal ini sangat 
jarang dilakukan, karena biasanya pihak korban maupun keluarga pelaku sangat 
kooperatif dalam membantu penyidikan. Penyidik dalam melakukan penyelidikan 
untuk kepentingan pembuktian dapat melakukan penyitaan. Tindakan penyitaan yang 
berupa pengambilalihan atau menyimpan dibawah penguasaan penyidik dapat 
dilakukan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak 
berwujud. Apabila kepentingan penyidikan tidak memerlukan lagi, maka benda yang 
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disita dikembalikan kepada orang darimana benda itu disita atau orang yang paling 
berhak.  
5. Pemeriksaan Kejiwaan  
Pemeriksaan jiwa tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab 
dapat dilakukan atas inisiatif penyidik ketika melihat kecurigaan terhadap kejiwaan 
tersangka. namun dapat pula dilakukan atas permintaan keluarga atau pengacara 
tersangka. 
6. Penangguhan atau Pembantaran Tersangka  
Setelah melihat hasil pemeriksaan kejiwaan tersangka, apabila tersangka 
terbukti memiliki kelainan atau gangguan jiwa maka keluarga atau pengacara korban 
dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan tersangka. Atau pihak 
penyidik yang menerima hasil pemeriksaan tersangka dapat melaporkan kepada 
pimpinan dan menyarankan untuk membantarkan tersangka. Jika kasat reskrim 
menilai tersangka memang tidak dapat bertanggungjawab, maka pimpinan akan 
memberikan Surat Perintah Penangguhan Penahanan dan atau Surat Perintah 
Pembantaran.  
7. Penyerahan Berkas kepada Jaksa Penuntut Umum (P21)  
Apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan 
berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum yang merupakan penyerahan dalam 
tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja. Jika berkas dinyatakan lengkap, 
maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. 
Namun hampir sebagian besar kasus yang melibatkan tersangka yang tidak mampu 
bertanggungjawab tidak sampai memasuki tahap Penyerahan berkas kepada Penuntut 
Umum, karena adanya kebijakan dari pihak kepolisian mengeluarkan Surat 
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Penangguhan Penahanan atau Surat Pembantaran yang menyatakan bahwa tersangka 
mengalami sakit dan tidak mampu mengikuti persidangan hingga tersangka sembuh.  
8. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum  
Apabila kasus tersebut dilanjutkan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan 
dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada 
Jaksa Penuntut Umum.  
2. Proses Penyidikan Menentukan Seseorang Mengidap Gangguan Jiwa 
Setelah mendapatkan laporan atau pengaduan, yang biasanya berasal dari 
korban atau masyarakat, polisi segera menindaklanjuti dengan melakukan 
penyelidikan. Setelah yakin bahwa memang benar terjadi tindak pidana, maka satuan 
reskrim Polres akan segera mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan bergerak 
untuk menangkap pelaku tindak pidana. Setelah ditangkap tersangka dimintai 
keterangan berkaitan dengan laporan yang masuk. Saat pemeriksaan inilah penyidik 
dapat melihat gejala adanya gangguan jiwa dalam diri tersangka. Surat pembantaran 
adalah surat yang dikeluarkan untuk tersangka yang mengalami sakit ketika dalam 
masa penahanan, sehingga tersangka dibantarkan terlebih dahulu untuk menjalani 
proses penyembuhan hingga tersangka mampu untuk kembali menjalani proses 
hukuman atau pidana. Selama masa pembantaran ini penahanan tersangka tidak 
dihitung, atau untuk sementara waktu ditangguhkan sampai dengan tersangka 
sembuh. Dalam hal ini pembantaran artinya menolak atau mencegah penyakit. Bila 
berkas dilanjutkan ke kejaksaan dan dinyatakan lengkap hingga memasuki 
persidangan, selama itu pula hakim menilai terdakwa memiliki gangguan jiwa dan 
dikuatkan dengan keterangan saksi serta hasil observasi. Hakim memutuskan 
terdakwa bebas murni dengan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai 
dasar hukumnya.  
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Tidak ada aturan baku atau standar yang jelas mengenai proses penyidikan 
terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggung jawab. Hal ini tergantung pada 
kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana. Melihat hasil pemeriksaan dan keterangan 
yang diberikan keluarga, maka pihak kepolisian mengabulkan permintaan keluarga 
bila tersangka benar mengidap gangguan jiwa. Akan tetapi sebelum proses 
penyidikan dihentikan, terlebih dahulu penyidik mengeluarkan Surat Pemberitahuan 
Perkembangan Penyidikan kepada pihak-pihak yang terkait. Hal ini untuk 
menghindari adanya rasa tidak puas dari pihak korban dan membuat pihak-pihak 
yang bersangkutan mengerti posisi kasus dengan jelas.  
Setiap pihak terutama pihak korban ketika mengerti dan tidak mengajukan 
keberatan maka proses penyidikan dapat dihentikan dan tersangka dapat 
dikembalikan kepada keluarga untuk dirawat. Polresta menghadapi beberapa kasus 
yang melibatkan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, dan kasus-kasus 
tersebut memiliki penanganan yang berbeda-beda. Apabila tindak pidana yang 
dilakukan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab tidak ada korban, maka 
polisi tidak perlu mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan. 
Penyidik setelah melakukan pemeriksaan dan melihat bahwa tersangka memang 
memiliki gangguan jiwa maka melaporkan kepada atasan. Dengan kondisi seperti ini 
polisi dapat membuat kebijakan untuk tidak meneruskan perkara, karena tersangka 
sudah jelas tidak mampu berkomunikasi dengan baik.  
Jaksa seringkali menolak berkas perkara yang telah disertai Surat Pemeriksaan 
tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab. Sehingga polisi harus bertindak 
untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka, untuk itu pihak kepolisian 
mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu dipertanggungjawabkan. Akan tetapi 
dasar hukum dari pelaksanaan kebijakan pihak kepolisian inipun belum jelas dasar 
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hukumnya, karena sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 8 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana bahwa setiap kasus yang telah masuk dan diproses oleh 
penyidik tidak dapat dihentikan.  Hal ini jelas bertentangan dengan pendapat Van 
Hamel tentang pengertian bertanggung jawab, kemampuan bertanggung jawab adalah 
suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan kecerdasan yang membawa tiga 
kemampuan yaitu.10 
a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri. 
b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat 
tidak diperbolehkan. 
c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan itu. 
Jika kita amati hal ini, jelas bertentangan dengan Asas Legalitas yang dianut oleh 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan ketentuan pasal 140 ayat (2) 
dengan pasal 14 yang menetukan semua perkara yang memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan oleh hukum. Penuntut umum harus menuntutnya di muka pengadilan, 
kecuali terdapat cukup bukti bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak 
pidana atau perkaranya ditutup demi hukum.  
2. Dasar Bagi Tindakan-Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Dalam 
Menangani Tersangka yang Diduga Mengidap Gangguan Jiwa 
Tindakan dikeluarkannya Surat Perintah Pembantaran terhadap tersangka yang 
telah menjalani proses pemeriksaan dan menurut keterangan- keterangan ahli, 
keluarga dan hasil observasi terbukti memiliki kelainan/gangguan jiwa, dibuat 
berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d & j Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 
20 & 21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 
1 tahun 1989 tanggal 15 Maret 1989 tentang Pembantaran Penahanan, dan surat 
                                                             
10 Marpaung Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana  (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 50.   
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keterangan dari dokter yang bersangkutan. Tindak lanjut dari Surat Pembantaran 
terhadap tersangka yang dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab ini juga 
seringkali tidak ada. Setelah dibantarkan biasanya pihak kepolisian menyerahkan 
tersangka kembali kepada keluarganya untuk diobati atau disembuhkan. Setelah 
diserahkan penyidik tidak pernah lagi memantau kondisi tersangka.  
Selain mengalami kesulitan untuk melakukan pemantauan secara terus 
menerus karena banyaknya kasus lain yang harus dikerjakan oleh pihak kepolisian, 
tidak adanya reaksi yang menolak atau mengecam dikeluarkannya tersangka dengan 
Surat Perintah Pembantaran membuat pihak kepolisian merasa telah mengeluarkan 
kebijakan yang tepat. Walaupun sebenarnya dikeluarkannya Surat Pembantaran ini 
bertentangan dengan isi Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 
menyatakan bahwa hanya hakim yang berhak untuk menentukan seseorang memiliki 
gangguan jiwa atau tidak, dan bagaimana penanganannya tergantung pada putusan 
hakim.  
Polisi sebagai penyidik tidak berhak untuk tidak melanjutkan proses 
penyidikan terhadap tersangka yang memiliki gangguan jiwa, karena aparat penegak 
hukum polisi tidak memiliki hak untuk melakukan penghentian penyidikan terhadap 
kasus yang masuk atau diterima oleh pihak kepolisian. Dalam hal penyidik 
menghentikan penyidikan karena:  
1. Tidak terdapat cukup bukti;  
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;  
3. Penyidikan dihentikan demi hukum,  
maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau 
keluarganya. Yang termasuk psikosa adalah gangguan jiwa, yang dengan bahasa 
sehari-hari dinamakan: gila. Golongan yang kedua adalah neurosa. Gangguan 
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kepribadian dan gangguan jiwa lain yang nonsipkosa, tidak termasuk orang gila dan 
harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Di negara-negara yang sudah maju 
bagi gangguan kepribadian (psikopat-psikopat) disediakan Undang-Undang tersendiri 
(Undang-undang Psikopat) yang memberikan kuasa pada hakim mengurangi 
hukumannya atau menempatkan/menyerahkan kepada Negara.  
Namun Undang-undang Kesehatan Jiwa No. 3 tahun 1966, tidak membedakan 
semuanya ini. Undang-Undang hanya menggunakan istilah penderita, yang dimaksud 
sebenarnya adalah orang gila, yaitu yang merupakan sebagian dari penderita 
gangguan jiwa. Hal ini memberi kesan, bahwa Undang-Undang Kesehatan Jiwa, yang 
tujuannya adalah bagi seluruh penderita gangguan jiwa dan masalah kesehatan jiwa, 
hanya berlaku bagi orang-orang gila saja. Tidak menyinggung sama sekali masalah:  
a. Keterbelakangan (mental deficiency = mental retardation)  
b. Masalah gangguan watak dan kepribadian : sociopath, deviasi seksual dan 
ketagihan, dan lain-lain.11  
Padahal jika melihat arti “pertumbuhan akal yang tidak sempurna” dari Pasal 44 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Ilmu Psikiater adalah Retardasi Mental 
atau keterbelakangan, sedangkan “Sakit jiwanya” adalah Psikosa atau gangguan jiwa 
berat, salah satunya yang paling umum dikenal adalah Skizofrenia. Namun Psikosa 
juga memiliki berbagai macam bentuk yang memiliki bermacam-macam pengertian. 
Sehingga untuk menentukan sejauh mana seseorang dianggap memiliki gangguan 
kejiwaan, sangat berpengaruh pada dari sudut mana penilaian itu dilakukan. Apabila 
kita kaitkan antara gangguan kejiwaan dengan ketidakmampuan bertanggunjawab 
seseoang menurut hukum maka akan terjadi berbagai macam perbedaan dengan 
pemahaman gangguan kejiwaan menurut ilmu psikiatri.  
                                                             
11 Basri Hasan, Psikiater dan Pengadilan : Psikiatri Forensik Indonesia, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1983),  h.26-27. 
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Orang-orang psikopat penjahat dalam tindak pidana yang berat, contohnya 
pembunuhan (menyangkut nyawa seseorang), tersangka tetap diproses seperti pelaku 
tindak pidana yang mampu bertanggungjawab, sekalipun berdasarkan hasil 
pemeriksaan tersangka terbukti memiliki gangguan jiwa. Sehingga tersangka tetap 
menjalani proses persidangan, dan keputusan untuk menentukan apakah terdakwa 
bersalah atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada keputusan hakim yang memeriksa 
perkara. Namun dalam tindak pidana yang tidak menyebabkan korban terluka atau 
menghilangkan nyawa seseorang, pihak kepolisian memberikan kebijakan kepada 
tersangka yang terbukti memilki gangguan jiwa.  
3. PertanggungJawaban Bagi Tersangka Pengidap Gangguan Jiwa  
PertanggungJawaban Tindak Pidana  
Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pasal 7 ayat (1) huruf j 
adalah sama dengan penjelasan pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4, yang dimaksud dengan 
“tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik/penyidik untuk kepentingan 
penyelidikan/penyidikan dengan syarat:  
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.  
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan 
jabatan.  
c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan 
jabatannya.  
d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. 
e. Menghormati hak asasi manusia. 
Kewenangan penyelidikan atau penyidik sebagaimana diatur dalam kedua pasal 
tersebut disamping kabur juga sangat elastis. Keadaan ini memberikan peluang bagi 
penyelidik atau penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas 
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kewenangannya. Oleh karena itu pasal-pasal tersebut terlalu rawan bila dihubungkan 
dengan sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam mengatur 
kewenangan para penegak hukum selalu didasarkan kepada syarat, tata cara dan 
batas-batas tertentu. 
Dengan adanya pasal-pasal itu, apa saja tindakan yang diambil oleh 
penyelidik dan penyidik sepanjang masih dalam hubungannya dengan penyelidikan 
atau penyidikan dapat ditampung dan didasarkan kepada pasal-pasal itu. Hal 
demikian bertentangan dengan ketertiban dan kepastian hubungan yang hendak 
dicapai dan dikodifikasi dan unifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.12 
Unsur-Unsur Tindak Pidana 
a. Perbuatan manusia 
b. Diancam dengan pidana 
c. Melawan hukum 
d. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.  
Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur objektif dan unsur 
subjektif. Yang termasuk unsur objektif adalah : perbuatan orang, akibat dari 
perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai. Dan yang 
termasuk unsur subjektif adalah : orang yang mampu bertangguang jawab dan adanya 
kesalahan.13 
4. Kemampuan Bertanggungjawab  
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan tentang 
pengertian kemampuan bertanggungjawab, oleh karena itu pengertian itu harus dicari 
                                                             
12 Harun Hussein, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana (Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 1991), h.76-79. 
 
13 Rubai Masruchin, Asas-asas Hukum Pidana, (Malang: UM Press, 2001), h.22.   
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dalam dunia ilmu pengetahuan hukum (doktrin). Menurut Van Hamel, kemampuan 
bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan 
(kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yakni:  
a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.  
b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan 
masyarakat tidak dibolehkan.  
c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.14  
Simons, memberikan pengertian kemampuan bertanggungjawab sebagai suatu 
keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan penerapan sesuatu upaya 
pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum orangnya. Seseorang dikatakan mampu 
bertanggungjawab apabila jiwanya sehat sehingga:   
a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan 
dengan hukum;  
b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.15  
Menurut Pompe toerekening dvatbaarheid (pertanggungjawaban pidana) 
seseorang mempunyai unsur sebagai berikut:  
a. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat yang memungkinkan ia menguasai 
pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.  
b. Dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dan akibat perbuatannya.  
c. Dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan 
pendapatnya.  
d. Ketidakmampuan bertanggungjawab  
                                                             
14 Marpaung Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.50.   
15 Rubai Masruchin, Asas-asas Hukum Pidana, h.45   
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Menurut Hamel Hasenwinkel Suringa, ketidakmampuan bertanggungjawab 
memerlukan selain perkembangan jiwa yang tidak normal dan penyakit yang 
disebabkan gangguan kejiwaan, juga syaratnya adalah hubungan kausal antara 
penyakit jiwa dan perbuatannya. Di dalam Memorie van Toelichting ada keterangan 
mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab ialah:  
a. Apabila si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak 
berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang; dan  
b. Apabila si pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga 
dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum 
dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.16  
Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian : Bagi orang yang tidak 
mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan 
kelainan jiwa yang dideritanya. Kurang mampu bertanggungjawab : Terdakwa masih 
tetap dianggap mampu bertanggungjawab. Kekurangmampuan bertanggung jawab 
hanya dipandang sebagai faktor yang meringankan terdakwa.17  
c. Adanya Kesalahan  
Asas dalam hukum pidana adalah “tidak pidana tanpa kesalahan” (Geen straf 
zonder schuld atau nulla poena, sine culpa). Berdasarkan asas hukum tersebut, untuk 
dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka hakim wajib memiliki keyakinan 
bahwa terdakwa telah terbukti berbuat kesalahan. Apakah yang dimaksud dengan 
kesalahan tersebut, ilmu hukum memang tidak meberikan definisi yang pasti. Namun 
dari pendapat beberapa pakar hukum pidana, dapat dinyatakan bahwa batasan 
kesalahan adalah perbuatan yang mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang 
                                                             
16 Marpaung Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, h. 52.   
17 Rubai Masruchin, Asas-asas Hukum Pidana, h. 45   
62 
 
 
 
yang telah melakukan tindak pidana. Perbuatan 44 kesalahan yang mengandung unsur 
pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana wajib memenuhi 
unsur-unsur sebagai berikut:  
1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku tindak pidana, dengan 
kata lain keadaan jiwa si pembuat harus normal.  
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan 
(dolus) atau kealpaan (culpa) sebagai bentuk kesalahan.  
3. Tidak ada alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. 
4. Tidak Adanya Alasan Penghapusan Kesalahan atau Tidak Adanya Alasan 
Pemaaf.  
Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf 
ini maksudnya adalah tentang adanya suatu keadaan pada diri si pelaku (inwending) 
yang menyebabkan adanya alasan yang menghapus kesalahan, atau berada diluar diri 
pelaku (uitwending) yang menyebabkan timbulnya alasan pemaaf untuk dijatuhkan 
pidana kepadanya.18 
C. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Penderita Gangguan Jiwa Ditinjau Dari 
Hukum Adat 
Suatu hukum tidak berjalan karena kaidah dalam hukum tersebut bertentangan 
dengan kaidah yang dianut oleh anggota masyaraka, atau kaidah dalam hukum sulit 
dimengerti oleh anggota masyarakat atau para penegak hukum itu sendiri. Sering kali 
sanksi hukum dalam suatu kaidah tidak dapat diterapkan karena tidak bisa 
dipertanggungjawabkan.19 
                                                             
18 Rubai Masruchin, Asas-asas Hukum Pidana, h. 45   
19 Rianto Adi, Sosiologi Hukum (Kajian Hukum Secara Sosiologis) ( Jakarta; Pustaka Obor 
Indonesia, 2012),  h. 95. 
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Secara hukum adat kejahatan disebabkan karena kondisi dan proses sosial 
yang menghasilkan perilaku  sosial lainnya. Proses yang menyebabkan orang menjadi 
penjahat adalah proses imitasi, pelaksanaan peranan sosial, asosiasi diferensial, 
kompensasi, identifikasi, konsep diri pribadi dan kekecewaaan yang agresif.20  
Dalam hal hilangnya nyawa seseorang yang disebabkan oleh penderita 
gangguan jiwa, masyarakat awam secara adat hanya memahami bahwa seseorang 
yang melakukan pelanggaran hukum harus diberi sanksi pidana atau perdata, 
misalnya ganti rugi, denda dan biaya santunan kepada keluarga korban. Sementara 
dalam hukum positif yang berlaku tidak mensyaratkan adanya sanksi atau hukuman 
baik dalam dalam bentuk kurungan penjara maupun santunan atau ganti rugi terhadap 
keluarga korban karena inti dari pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
adalah tidak ada hukuman bagi orang yang menderita gangguan jiwa. Olehnya itu, 
penulis ingin membandingkan kondisi, harapan dan kenyataan yang ada. 
Pemahaman masyarakat tentang penderita gangguan jiwa atau yang sering 
disebut dengan orang gila yaitu berbeda-beda. Terutama masyarakat Parang Banoa 
yang menanggapi bahwa orang gila itu orang yang dapat mengganggu keamanam dan 
ketentraman masyarakat karena perilakunya yang tidak bisa diterima dalam kalangan 
masyarakat. Ada yang menganggapnya orang yang sering membuat keributan, 
menakut-nakuti masyarakat bahkan bisa saja melukai orang lain. Salasa itulah nama 
orang gila yang tinggal di daerah Kampili yang menghilangkan beberapa nyawa 
orang lain. Dia melukai korbannya dengan cara menebas lehernya sampai tidak 
bernyawa. Sehingga masyarakat merasa ketakutan akan keberadaan Salasa karena 
merasa nyawanya terancam oleh orang gila itu. Dan pada akhirnya masyarakat pun 
berinisiatif untuk mengambil tindakan yaitu dengan seksama menghabisi nyawa 
                                                             
20 Rianto Adi, Sosiologi Hukum (Kajian Hukum Secara Sosiologis), h. 78. 
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orang gila tersebut, dalam artian main hakim sendiri. Tetapi sebelumnya meminta 
persetujuan terlebih dahulu kepada keluarga orang gila itu dan keluarga pelaku pun 
setuju dengan tindakan warga masyarakat. Itulah sebabnya mengapa warga Parang 
Banoa merasa trauma akan keberadaan orang gila dikampungnya. Meskipun 
perbuatan warga tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara kita, 
tetapi itu merupakan hukum adat yang pernah berlaku di daerah tersebut. Dan yang 
namanya hukum itu harus dihormati dan ditaati karena hukum adat juga merupakan 
hukum yang berlaku di Negara kita meskipun tidak semua daerah menganut hukum 
tersebut.  
Masyarakat sekitar memandang hina pada dirinya sehingga tidak ada 
keinginan untuk membina sosialisasi penting bagi masyarakat untuk mengetahui 
berbagai gangguan mental termasuk gangguan jiwa dan cara pengobatannya, 
sehingga baik masyarakat maupun penderita dapat terbebas dari perasaan bersalah 
dan tindakan yang salah terhadap penderita. Berdasarkan persepsi masyarakat awam 
tentang penderita gangguan jiwa, faktor penyebab gangguan jiwa yang bersifat relativ 
menurut pribadi masing-masing individu, namun secara umum yang menjadi faktor 
penyebab terjadinya gangguan jiwa misalnya, ekonomi, stress pekerjaan, tekanan 
mental dan tidak mampunya individu tersebut beradaptasi dengan lingkungan baru. 
Pada kebanyakan kasus justru faktor perkembangan psikologis dan sosial memegang 
peranan yang lebih krusial. Orang yang seperti itu biasanya gemar melakukan 
tindakan kriminal bahkan membunuh.21 
                                                             
21 Abidin, Ganguan Jiwa Dalam Dunia Kesehatan,  
http://abidinblog.blogspot.com/kesehatan-dan-gagguan-jiwa.co.id. (6 Desember 2016). 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pandangan fikih jinayah tentang penderita gangguan jiwa dalam 
menghilangkan nyawa dalam hal ini pelaku tidak dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya karena akalnya tidak sehat dan 
bebas dari hukum. 
2. Dalam perspektif undang-undang hukum pidana Indonesia penderita 
gangguan jiwa terdapat dalam pasal 44 kitab undang-undang hukum 
pidana yang menjelaskan bahwa orang yang mentalnya cacat tidak 
dibebani hukum. 
3. Ditinjau dari segi sosiologis penderita gangguan jiwa dalam hal 
menghilangkan nyawa meskipun bebas dari hukuman pidana tetapi tetap 
dijatuhi hukuman perdata. Dalam artian ahli waris yang bertanggung 
jawab dalam menangani kerugian perdata atau pemberian santunan 
terhadap keluarga korban. 
B. Implikasi Penelitian 
Adapun implikasi dari penelitian ini yaitu: 
1. Demi terlaksananya asas-asas hukum pidana maka diperlukan satu 
pemahaman yang mendalam bagi penegak hukum dalam penjalankan satu 
konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dapat tidaknya dipidana 
seseorang yang melanggar. 
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2. Demi keamaan bersama, sebaiknya menghidari orang-orang yang 
dianggap berbahaya yang bisa saja melakukan tindak kejahatan terhadap 
seseorang. 
3. Untuk masyarakat awam yang khususnya sangat minim pengetahuannya 
tentang hukum maka hal tersebut menjadi tugas utama aparat hukum 
dalam mensosialisasikan segala aturan yang berlaku di negara kita 
indonesia.   
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